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MOTTO 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka 

apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 

Tuhan-mu lah hendaknya kamu berharap.” 

(Q.S. 94 [Al-Insyirah]: 6-8) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil 

keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke 

dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut: 

Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ ث
Es (dengan 

titik diatas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ ح
Ha (dengan 

titik dibawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ذ
Zet (dengan 

titik diatas 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش
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 Ṣad Ṣ ص
Es (dengan 

titik dibawah) 

 Ḍad Ḍ ض
De (dengan 

titik dibawah) 

 Ṭa Ṭ ط
Te (dengan 

titik dibawah 

 Ẓa Ẓ ظ
Zet (dengan 

titik dibawah) 

 __‘ Ain‘ ع
Apostrof 

terbalik 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah __’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti 

vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di 

tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
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B. Vocal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, 

terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap 

atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruflatin Nama 

 Fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Ḍammah U U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah dan ى يَ 

ya 

Ai A dan I 

 Fatḥah dan ى وَ 

wau 

Au A dan U 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ   haula : ه و 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, 

yaitu: 

Harkat dan 

huruf 
Nama 

Huruf 

dan 

tanda 

Nama 
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ى  َ ...| اََ  ... 
Fatḥah dan alif 

atau ya 
ā 

a dan garis 

diatas 

َي  َ  Kasrah dan ya ū 
u dan garis 

atas 

 ى و
Ḍammah  dan 

wau 
ī 

i dan garis 

atas 

 

Contoh 

اتَ   māta : م 

D. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta 

marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, 

dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta 

marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta 

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

ة َ م  ك   al-ḥikmah : ا ل ح 

E. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda Tasydīd (  ََ ) dalam 

transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

ب ن ا  Rabbanā : ر 
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan 

didahului oleh huruf kasrah (  maka ia ditransliterasi (ى يَ 

seperti huruf maddah (ī). 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)‘ : ع لىَ 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam 

pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun 

huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah 

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). Contohnya: 

سَ ا َ لشَّم   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

G. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir 

kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya: 

نَ  و  ر   ta’ murūna :  ت أم 

ءَ   syai’un :  ش ي 

 

H. Penulisan Kata Arab yang Lazimdigunakandalam 

Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi 

adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan 
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dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 

sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi 

di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur’ān), Sunnah, 

khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

I. Lafẓ al jalālah (الله) 

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf 

jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf 

ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

ي ن اَالله َ  dīnullāh :  د 

 billāh :  ب االله َ

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan 

kepada lafẓ al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

اللهَ  ة  م  ح  ي ر  ف   hum fī rahmatillāh : ه م 

J. Huruf kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf 

kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf 

tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan 

huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  
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ABSTRAK 

Tindak pidana money politic yang masih marak terjadi 

dalam pemilihan umum menjadikan ternodanya sistem demokrasi, 

untuk mencegah hal tersebut pemerintah telah membuat aturan 
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum. Namun tetap saja masih banyak praktik 

pidana money politic yang tetap lolos dan tidak dihukum 
sebagaimana mestinya. Penilitian ini merupakan penelitian hukum 

sosiologis-empiris yang menempatkan bahwa hukum selalu terkait 

dengan variabel sosial. Dengan tujuan menjawab beberapa 

permasalahan dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana penegakan 
hukum dalam money politic di Bawaslu Kota Semarang? (2) 

Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum terhadap money politic?  

Pemulis menggunakan penelitian empiris atau sosiologi 
hukum yaitu penelitian tentang hukum yang mengkaji bagaimana 

hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana aturan tersebut 

menjadi acuan masyarakat dalam berperilaku. Data yang 
digunakan adalah dengam wawancara, menganalisis dan mengutip 

serta mengulas dan menyimpulkan.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penegakan 

hukum mengenai money politic di Kota Semarang yang sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berhenti pada 
pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhinya 

syarat materiil dan formil. Hadirnya Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 mengatur mengenai tindak pidana money politic dalam 
Pasal 280, 515 dan 523 diharapkan mampu mengurangi 

pelanggaran yang terjadi saat pemilu. Namun terdapat kendala 

subyek hukum yang limitatif menimbulkan kekosongan hukum 

yang berpotensi meloloskan pelaku tindak pidana money politic.  

Kata Kunci: Money Politic, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017, Bawaslu Kota Semarang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk 

merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat 

sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer 

(primary soverignty).1 Dikatakan demikian karena Indonesia 

merupakan negara yang berdaulat dan rakyat mempunyai 

kekuasaan tertinggi. Memang pemilihan umum bukanlah 

satu-satunya instrumen demokrasi, tetapi ia merupakan 

instrumen yang sangat penting.2 Dalam pengertian secara 

teoritis dapat dipahami bahwa pemilihan umum dianggap 

merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian 

kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu 

merupakan motor penggerak dalam demokrasi.3  

Sebagaimana jika melihat kepada sejarahnya sejak 

proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, 

Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum 

sebanyak dua belas kali.  Sejak tahun 1955 hingga yang 

terakhir yakni pada tahun 2019.  Pemilihan umum pertama 

berlangsung pada tahun 1955 yang menghasilkan badan 

                                                             
1 Jurdi Fajlurrahman, Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Jakarta: 

Kencana, 2018), 18. 
2 Topo Santoso, Ida Budhiati, Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, 

Pelaksanaan, dan Pengawasan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 12.  
3 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara: Menuju Konsolidasi 

Sistem Demokrasi, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), 228.  
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konstituante dan DPR. 4 Setelah masa Pemilu Orde Lama, 

Pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 1971, 

berlangsunglah pemilihan umumpertama di era Orde Baru 

yang juga merupakan pemilihan umum kedua sejak 

kemedekaan Indonesia yang dimenangkan oleh Golkar. Sejak 

itulah pemilihan umum kemudian berlangsung secara 

berlanjut dalam dunia politik Indonesia dengan satu hasil 

serupa sejak 1971, 1977, 1982, 1986,1992 dan 1997, yaitu 

kemenangan Golkar yang merupakan partai penguasa.5 

Pada Era reformasi membawa Indonesia pada Pemilu 

1999, dimana partai dikembalikan pada fungsi awalnya. 

Kemudian diadakan kembali pada 2004 dengan 

perkembangan pada pola pemilihan presiden yang dilakukan 

secara langsung. Setelah pelaksanaan pemilu dengan sistem 

pemilihan presiden langsung, maka pada tahun 2009, 

diadakan kembali sistem pemilu yang sama dengan perbaikan 

pada beberapa kekurangan pada pemilu sebelumnya. 

Dilanjutkan dengan Pemilihan Umum yang diadakan pada 

April 2014 untuk pemilihan legislatid pusat dan daerah dan 

pada bulan Juli 2014 untuk pemilihan Presiden. 6 

Pemilihan umum tahun 2019 merupakan 

penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang 

menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD 

serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum 

                                                             
4 Topo Santoso, Ida Budhiati, Pemiku di Indonesia,13. 
5 Ibid., 14 
6 Farahdiba Rahma Bachtiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara 

Demokrasi Dari Berbagai Refesentasi”, Jurnal Politik Profetik, vol. 3, no. 1, 2014, 
7. 
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serentak tahun 2019 tersebut dilaksanakan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Undang-Undang Pemilu). Undang-Undang Pemilu 

ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa 

pengaturan pemilu dalam satu undang-undang. Dapat 

diketahui bahwa Undang-Undang tersebut terdiri dari 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat      Daerah.7.  

Melihat kembali Pemilihan Umum yang terjadi beberapa 

tahun terakhir yakni Pemilu 2019. Kita ketahui bahwa 

Pemilihan Umum pada tahun 2019 yang berbeda dari tahun-

tahun sebelumnya, yakni pemilu serentak langsung memilih 

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seluruh jabatan penting 

itu akan dihasilkan melalui suatu proses demokrasi yang 

sangat penting yaitu pemilihan umum. Sebelumnya, kita telah 

melalui pemilihan umum demokratis 2014, 2009, 2004 dan 

1999 dengan selamat dan dianggap cukup demokratis.  

Meski demikian, bukan berarti dalam proses pemilihan 

umum itu tidak ada masalah yang terjadi. Dalam proses 

pemilu terdapat cukup banyak persoalan pelanggaran 

                                                             
7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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administratif, tindak pidana pemilu, sengketa pemilu, 

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan 

perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah 

Konstitusi RI.8 Persoalan pelanggaran dalam pemilu memang 

tidak banyak diungkap dan jarang mendapatkan perhatian dan 

penanganan yang serius. Oleh karena itu masih banyak 

berkeliaran mafia politik uang dalam pemilu. 

Sejalan dengan diselenggarakannya pemilu tahun 2019 

yang lalu, Bawaslu Kota Semarang menyebutkan data 

penanganan pelanggaran selama Pemilu 2019, dengan total 

penanganan sebanyak 45 pelanggara. Pelanggaran tersebut 

terdiri dari pelanggaran administrasi sebanyak 29 kasus, 

pelanggaran pidana sebanyak 10 kasus, pelanggaran 

perundang-undangan lainnya sebanyak 5 kasus dan 

pelanggaran etik sebanyak 1 kasus. Penanganan pelanggaran 

yang berasal dari Temuan sebanyak 34 kasus (77,8%), 

Pelaporan sebanyak 10 kasus (22,2%).9 Presentase yang 

digambarkan masih menyebutkan banyak terjadinya 

pelangaran dalam pemilu di Kota Semarang.  

Beberapa kasus pelanggaran ini kemudian menandakan 

bahwa masih banyak ketidaktaatan terhadap Undang-Undang 

yang dibuat  dan disahkan oleh DPR dan Presiden. Meskipun 

sudah diatur dengan peraturan tetapi masih banyak terjadi 

                                                             
8 Muhammad Syahrial Fitri, Hanafi Ramsi, “Efektivitas Sanksi Pidana 

Bersyarat, Analisis Terhadap Putusan Pidana Pemilu Serentak Tahun 2019 di 
Provinsi Kalimantan Selatan”, Jurnal Hukum  Al ‘Adl, vol. 14, no. 1, Januari 2022, 
178.  

9 Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, “Peta Penanganan 

Pelanggaran Pada Pemilu 2019”, Semarang: 14 September 2020. 2 
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kecurangan dan pelanggaran. Contoh pelanggaran tindak 

pidana dalam pemilihan umum adalah money politic. Tujuan 

money politic dapat dipahami sebagai upaya perilaku orang 

lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Money politic 

merupakan suatu pelanggaran pemilu sebagaimana yang 

telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523.  

Politik uang dapat diartikan sebagai tindakan jual beli 

suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan ini  

merupakan hal yang dilakukan dengan sengaja oleh 

seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan  

uang atau materi lainnya kepada sesorang yang umumnya 

dilakukan untuk menarik  simpati para  pemilih dalam 

menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum. 10 Operasi 

politik uang  jelas memerlukan  biaya tinggi, baik ongkos 

membangin tim sukses untuk mendistribusikan amplop 

kepada para pemilih dan menyiakan uang tunai atau barang 

yang akan dibagikan. Menurut Burhanuudin Murtadi dalam 

bukunya “Kuasa Uang” menjelaskan temuannya yang 

menunjukkan bahwa responden yang disasar menjadi 

operator politik uang menyebutkan semua partai terlibat 

praktik haram tersebut, tentu dengan kadar keterlibatan yang 

beragam.11 

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah 

                                                             
10 Thahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak (Bandung: PT 

Mizan Publika, 2015), 155. 
11 Burhanuddin Murtadi, Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu 

Pasca-Orde Baru (Jakarta: Gramedia, 2020), 7. 
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mengatur secara khusus mengenai jenis dan beratnya 

ancaman serta bagaimana penanganan tindak pidana Pemilu 

2019 harus dilakukan, sedari awal mestinya tidak ada 

kekhawatiran akan efektivitas penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana dalam Pemilu 2019. Namun, melihat 

sedikitnya jumlah laporan tindak pidana pemilu yang 

berlanjut ke tingkat penyidikan,  penuntutan, dan pemeriksaan 

di sidang pengadilan sampai keluarnya putusan yang 

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), 

membuktikan penanganan tindak pidana pemilu dalam 

Pemilu 2019 belum berjalan efektif sekalipun sudah tersedia 

saluran koordinasi antar penegak hukum dalam wadah Sentra 

Gakkumdu.12 

Melihat fakta tersebut maka perlulah kita mencari 

berdasarkan data mengenai kasus money politic. Contoh 

Kasus yang terjadi di Kota Semarang tentang money politic 

berdasarkan data yang diunggah pada PPID Bawaslu Kota 

Semarang yakni dalam “Peta Penanganan Pelanggaran Pada 

Pemilu 2019”. Dalam laporan tersebut menyebutkan adanya 

laporan 02/TM/PL/Kota/14.01/X/2018 yang diduga 

melakukan dugaan pelanggaran money politic dilakukan oleh 

Caleg DPRD Jateng Partai Nasdem No.4 dan ASN Guru. 

Kasus tersebut ditangani oleh  Sentra Gakkumdu dan kasus 

dihentikan karena tidak memenuhi unsur formil dan materil.  

Kemudian juga laporan 10/LP/PP/KOT/14.01/III/2019 

                                                             
12 Sudi Prayitno, “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Pemilu 2019”, Jurnal KPU: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi 
Aspek Hukum Pemilu, 2020, 4.  
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yang diduga melakukan pelanggaran pidana Money Politic 

yang dilakukan oleh Wakil Walikota Semarang dan Camat 

Semarang Utara. Kasus ini diselesaikan di pembahasan kedua 

Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur mensrea 

kesengajaan pelangaran pidana pemilu.13Dugaan pelanggaran 

pidana money politic terjadi pula dalam laporan kasus 

15/LP/PL/KOT/14. 01/IV/2019 yakni Money Politic pada 

masa tenang yang dilakukan oleh Peserta Pemilu (Caleg 

DPRD Kota Semarang). Penanganan kasus ini dihentikan 

pada Pembahasan Sentra Gakkumdu II, karena tidak 

memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu yang 

disangkakan oleh pelapor.14 

Melihat hal tersebut penulis tertarik untuk mengungkap 

apakah payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 

2017 yang mendasari pelaksanaan Pemilu ini sudah cukup 

untuk mengatur jalannya Pemilihan Umum? Kemudian 

bagaimana sebetulnya penanganan pelanggaran money politic 

dalam Pemilihan Umum  di Kota Semarang pada tahun 2019? 

Kemudian pula bagaimana presektif Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pelanggaran tersebut? 

Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus menganalisis 

bagaimana hukum yang terdapat pada Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bekerja dalam 

penegakan hukum setelah adanya pelanggaran pidana 

pemilihan umum pada tahun 2019 yang lebih spesifiknya 

                                                             
13 Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, “Peta Penanganan 

Pelanggaran Pada Pemilu 2019”, 2.  
14 Ibid.,3.  
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dalam pelanggaran money politic di Kota Semarang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

disampaikan, maka penulis telah merumuskan beberapa 

pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi 

ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:  

1. Bagaimana praktik money politic di Kota Semarang 

dalam Pemilu tahun 2019? 

2. Bagaimana penegakan hukum dalam money politic di 

Bawaslu Kota Semarang dalam Pemilu tahun 2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik money politic 

di Kota Semarang 

2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum 

dalam money politic di Bawaslu Kota Semarang.  

D. Manfaat Penelitian 

Apabila telah tercapainya tujuan penelitian sebagaimana 

diatas tersebut tercaai maka penelitian ini diharakan dapat 

bermanfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut: 

a. Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dan 

ilmu praktis yang selama ini hanya didapat secara 

teori. 

b. Bagi akademik penelitian ini diharakan dapat 

memberikan kontribusi pemikiran dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan 

sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi 



9 
 

 

pebelitian-penelitian selanjutnya. 

c. Bagi masyarakat sebagai rujukan informai dan 

referensi. 

E. Tinjauan Pustaka 

Dalam Tinjauan Pustaka digunakan untuk mendapatkan 

gambaran tentang hubungan pembahasan dengan peneltian 

yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga 

tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang 

pernah ada. Dengan upaya menjadikan tulisan sebenenar-

benarnya tanpa mengambil karya orang lain. Dalam hal ini 

tentang permasalahan Undang- Undang Nomor 7 Ttahun 

2017 dalam menangani Pelanggaran Pemilu.  

Jurnal yang ditulis oleh Raja Ahmad Faisal Harahap & 

Khairul Fahmi, membahas tentang pengelolaan tugas, 

kewajiban dan kewenangan petugas Kelompok Penyeleggara 

Pemungutan Suara sebagaimana yang tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum. Tulisan ini menjelaskan dengan mengevaluasi 

kejadian pada Pemilu 2019 karna ada 469 petugas KPPS 

wafat usai menyelenggarakan pemilu. Hal ini terjadi karena 

sistem, pemilu serentak 2019 yang cukup rumit. Demikian 

pula terjadi karena prosedurnya berbeda dengan pemilihan 

umum sebelumnya. 

Dalam tulisan ini fokus masalahnya adalah 

bagaimanakah peyelengaraan Pemilu 2019 di tingkat KPPS 

dilihat dari pelaksanaan tugas, kewajiban, kewenangan dan 

aspek kesehatan di tinjau dengan  Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 yang mengatur tentang Pengelolaan tugas, 
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kewajiban dan kewenangan petugas Kelompok Penyeleggara 

Pemungutan Suara KPPS pada Pemilu 2019.2 Penelitian ini 

memfokuskan tentang Analisis tentang Pemilihan Umum 

yang berkaitan dengan pengelolaan tugas, kewajiban dan 

kewenangan Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara (KPPS) pada Pemilu 2019) dan Analisis  aspek 

kesehatan KPPS pada Pemilu 2019.15 

Skrpisi yang ditulis oleh Aldhi Fasau, mengenai 

“Implementasi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kaitannya dengan 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Serentak 

2019 di Kabupaten Bone”. Dalam penelitiannya membahas 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam hal 

meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU kabupaten Bone 

sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat. Upaya-upaya KPU Kabupaten Bone 

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 

serentak 2019 di Kabupaten Bone yaitu : (1) Melakukan 

Sosialisasi ke masyarakat (2) Penyebaran informasi melalui 

alat-alat peraga seperti Baliho, Poster, Pamflet, Pin, Spanduk, 

Stiker Pada Mobil/Motor/Rumah (3) Sosialisasi melalui media 

massa seperti radio, dan surat kabar (4) Program relawan 

demokrasi (relasi) (5) Sosialisasi mobil keliling.  

Memfokuskan tulisannya dengan tujuan mengetahui 

                                                             
15 Raja Ahmad Faisal Harahap dan Khairul Fahmi, “ Analisis Undang-

Undang No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, Jurnal Ilmu Pemerintahan 
dan Sosial Politik UMA, vol. 7, no. 2, 2019.  
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bagaimana upaya KPU Kabupaten Bone dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 

2019 di Kabupaten Bone. Mengetahui kendala yang dihadapi 

KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone.16 

Kemudian Jurnal yang ditulis Herry Febriadi, mengenai 

Implementasi Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2017 

terhadap Kedudukan dan Kinerja Panitia Pengawas pemilu 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam tulisannya membahas 

tentang bagaimana Panwaslu di Kabupaten Hulu Sungai 

Utara dalam menjalankan fungsi dan perannya. Panitia 

Pengawas Pemilu kabupaten Hulu Sungai Utara perlu juga 

memperhatikan pelayanan terhadap masyarakat mengenai 

pengawasan: 1. Mengevaluasi kinerja pelayanan selesai 

pemilukada dengan melibatkan seluruh komponen. 2. 

Kedepan Pemerintah Pusat dalam hal ini memberikan usulan 

kepada DPR RI untuk dapat memperkuat lagi pengawasan di 

Bawaslu Kabupaten. 3. Mengusahakan kelengkapan sarana 

prasarana yang masih kurang dengan menjalin kerjasama 

dengan pihak-pihak yang terkait seperti penyelenggara pemilu 

dan tokoh masyarakat.  

Tulisan itu menganalisis dengan menulis faktor-faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja panitia pengawas 

pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian 

                                                             
16 Aldhi Fasau, “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Kaitannya dengan Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone”, Skripsi 
IAIN Bone (Bone,2020).  
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menjelaskan tentang bagaimanakah kedudukan panitia 

pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan 

lembaga penyelenggara lainya. 17 

Jurnal yang ditulis Aslang Jaya, Darussalam 

Syamsuddin, dan Alimuddin tentang Implementasi Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di 

Kota Makassar: Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. 

Membahas tentang sejauh mana peran Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Selatan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam peran 

meminimalisir pelanggaran Pemilu di Kota Makassar. 

Dengan memperhatikan sejauh mana peran Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Selatan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk meminimalisir 

pelanggaran Pemilu di Kota Makassar.18 

Kemudian Jurnal Romi Maulana Divisi Hukum, dari Staf 

Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Jakarta Timur yang 

menuliskan “Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan 

Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum”. Dalam tulisannya yakni berisi 

bahwa tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang diatur 

dalam undang-undang pemilu Hal ini tindak pidana dalam 

                                                             
17 Herry Febriadi, “Implementasi UU No 7 Tahun 2017 Terhadap 

Kedudukan dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara”, 
Al-Adl: Jurnal Hukum , vol. 10, no.1, 2018.  

18 Aslang Jaya, Darussalam Syamsuddin,Alimuddin, “Implementasi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Kota 
Makassar”, Jurnal Mahasiswa Vox Populi, vol. 2, no.2, 2019. 105-119.   
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undang- undang pemilu tersebut dapat dikategorikan sebagai 

ketentuan pidana yang mengandung eksistensi asas “lex 

spesialis derogate legi generalis” atau dapat dikatakan 

sebagai tindak pidana khusus karena berkaitan dengan 

peristiwa pemilu (peristiwa khusus). Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono 

Soekanto yang dikutip oleh Sinta Agustina menyebutkan 

bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-

undang yang menyebutkan peristiwa itu, meskipun untuk 

peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-

undang yang menyebut peristiwa lebih luas atau lebih umum 

yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut dengan 

membahas dan mengetahui perbedaan antara hukum pidana 

pemilu dengan hukum pidana biasa. 19 

Skripsi Bryan Bagus Bayu Pratama yang berjudul 

“Implementasi Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 

2017 Tentang Pemilu Serentak 2019” membahas tentang 

Bahwa dalam  dugaan netralitas Kepala Daerah Bupati Jember 

Periode 2016- 2021 Bawaslu Jember mengeluarkan 

keputusan yang berisi aturan netralitas kepala daerah yang 

terdapat pada  Pasal 547. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilu yang dijatuhkan kepada Bupati 

Kabupaten Jember Periode 2016-2021 diJunctokan dengan 

Pasal 282 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilu yang isinya “ Pejabat negara, pejabat struktutal dan 

                                                             
19 Romi Maulana, “Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum 

Berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, 
Indonesian  Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 2, no. 3, 2021.  
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pejabat fungsional dalam negeri, serta kepala desa dilarang 

membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu 

selama masa kampanye.  

Analisis Bawaslu Jember menggunakan Pasal ini adalah 

jabatan Kepala Daerah adalah unsur penyelenggaraan 

pemerintah di daerah, oleh karena itu nama jabatan kepala 

daerah seharusnya digunakan dalam urusan pemerintahan 

daerah saja bukan untuk kepentingan golongan. Dalam hal ini 

banyak pasal yang mendukung pelanggaran pemilu yang 

dilakukan oleh Bupati Kabupaten Jember Periode 2016-202, 

contohnya dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum karena Bupati Faida 

menggunakan fasilitas pemerintah dan melibatkan Kepala 

Desa. Dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum bisa terkena pasal ini jelas 

secara realitanya Kepala Daerah tersebut mendukung salah  

satu peserta Pemilu 2019 dilakukan pada hari kerja dan 

menggunakan fasilitas pemerintah karena tidak 

diberpolehkan dalam pasal ini. 

Analisisnya menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten 

Jember dalam melakukan tindakan terhadap dugaan netralitas 

kepala daerah sudah tepat. Hal tersebut karena kepala daerah 

yang dikatakan telah memenuhi unsur dalam pelanggaran 

dalam peraturan perundangan undangan terkhusus pasal 547 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo pasal 282 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 

dengan mengkaji tentang tindak pidana pemilu yang 
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berhubungan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017. 20 

Sehingga penjatuhan hukuman terdadap kasus ini jelas 

sehingga dapat dijerat dengan hukuman yang sesuai.  

Skripsi Yuslida yang berjudul “Praktik Tindak Pidana 

Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahum 2017 Tentang 

Pemilihan Umum (Studi Kasus di Aceh Selatan)”. Dalam 

tulisannya Yuslida membahas tentang bagaimana faktor 

terjadinya praktik money politic pada pemilihan umum 

legislatif tahun 2019 di Aceh Selatan. Kemudia melakukan 

analisa terhadap tindak pidana money politic serta 

penanganannnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523. Dalam 

kaitannya, skripsi ini juga membahas politik uang dalam 

perspektif hukum Islam.21 

Jurnal Lidya Suryani Widayati, Pusat Penelitian Badan 

Keahlian DPR RI yang berjudul “Penegakan Hukum 

Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu”. Dalam tulisannya 

membahas mengenai larangan Politik Uang dalam Peraturan 

Perundang-Undangan yang tertuang dalam Pasal 280 ayat (1) 

huruf j dan Pasal 286 ayat (1). Disebutkan pula bahwa 

Undang-Undang Pemilu menentukan larangan bagi 

                                                             
20 Bryan Bagus Bayu Pratama, “Implementasi Pasal 282 UU No 7 tahun 

2017 Tentang Pemilu Serentak 2019” Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember 
(Jember, 2020).  

21 Yuslida, “Praktik Tindak Pidana Money Politik pada Pemilihan 

Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Aceh Selatan)” Skripsi Universitas 
Islam Negeri Ar-Raniry (Aceh,2020). 
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pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu serta pasangan 

calon (calon Presiden dan Wakil Presiden), calon Anggota 

DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, 

pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye. Yakni apabila 

terbukti menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi 

lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau 

pemilih.  

Kemudian juga membahas bagaimana Penegakan 

Hukum terhadap Politik Uang, menjelaskan bagaimana dan 

apa saja faktor  penegakan hukum yang dapat berjalan dengan 

baik. Lidya menjelaskan bahwa Peraturan perundang-

undangan yang baik dapat berjalan dengan baik apabila 

dilaksanakan oleh para penegak hukum yang baik. Diikuti 

dengan sarana dan prasarana dan masyarakat yang 

mendukung. Perlu dilakukannya penegakan hukum dan juga 

budaya masyarakat yang terlepas dari tindak pidana politik 

uang. Berjalannya penegakan hukum akan saling berkaitan 

antara satu faktor terhadap faktor lainnya. 22 

Jurnal Ronald Reyhan,Vanessa Octavia, dan Velencia 

yang berjudul “Analisis Terhadap Penegakan Hukum Pemilu 

Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di 

Indonesia”. Dalam tulisannya penulis membahas mengenai 

Alasan Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Penyelanggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

                                                             
22 Lidya Suryani Widayati , “Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang 

dalam Pemilu”, Jurnal Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual dan Strategis, 
vol. 9, no.7, 2019.  
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Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017. Perlu disatukan dan 

disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai 

landasan hukum bagi pemilihan  umum secara serentak. 

Penetuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota sehingga seluruh Partai Politik Peserta 

Pemilu diikutkan, untuk  mewujudkan susunan tata kehidupan 

kenegaraan yang dijiwai semangat Pancasila dan  UUD 

Republik Indonesia, memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat 

yang membawakan  isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan 

perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan 

dari negara, menjamin suksesnya perjuangan untuk 

menegakan tegaknya Pancasila, dan mempertahankan UUD 

Republik Indonesia 1945. 

 Upaya Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilihan Umum) 

dalam menghadapi perubahan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Penyelanggara Pemilu dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 adalah melakuan penyidikan dugaan 

tindak pidana pemilu terlebih dahulu dengan adanya 

laporan/rekomendasi dari Bawaslu Propinsi dan Panwaslu 

Kabupaten/kota. Dalam mekanisme tersebut, dugaan 

pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian 

Bawaslu beserta jajaran. Dengan membahas Pokok 

permasalahan yang di angkat adalah bagaimana cara Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) menghadapi perubahan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara dan 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu 

Anggota DPR, DPD dan DPRD  menjadi Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 dan  apa saja tantangan yang dihadapi 

oleh KPU dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017.23 

Jurnal yang ditulis Bakri Abubakar, A. Muin Fahmal dan 

Askari Razak dari Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim 

Indonesia. Dalam tulisannya yang berjudul Efektivitas 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum: Studi 

Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bulukumba. 

Membahas Berdasarkan pengolahan data, Penulis 

beranggapan bahwa kurang efektifnya penerapan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang pada 

penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Bulukumba. Terjadi 

karena pengaturan subyek hukum dalam ketentuan pidana 

sebagaimana pasal 523 ayat (1) dan (2) sangat terbatas pada 

pelaksana, peserta dan tim kampanye dan harus terdaftar di 

KPU Kabupaten. Hal  ini menjadi tantangan serius dalam 

penegakan hukum tindak pidana Pemilu tahun 2019  karena 

rawan dijadikan celah bagi mereka peserta yang meraih 

kekuasaan dengan cara- cara tidak benar dalam Pemilu.  

Keterbatasan norma hukum ini menyebabkan praktik 

politik uang marak terjadi pada masa sebelum hari 

pemungutan dan penghitungan suara, dimana praktik politik 

                                                             
23 Ronald Reyhan, Vanessa Octavia, Valencia Winata, “Analisis 

Terhadap Penegakan Hukum Pemilu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 di Indonesia” Jurnal Ilmu Hukum Prima, vol. 2, no. 1 (Mei, 2019).  
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uang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mungkin 

dijeratoleh pasal mengenai politik uang. Kedua, undang-

undang Pemilu hanya mengatur larangan praktik politik uang 

kepada pemberi atau orang yang menjanjikan, sementara 

penerima tidak diatur secara tegas. Dengan melakukan 

Analisis Evektifitas penerapan UndangUndang Nomor 7 

tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam penegakan 

hukum tindak pidana politik uang pada Pemilihan Umum 

tahun 2019 di Bulukumba, dan faktor-faktor apakah yang 

memengaruhinya.24 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk 

dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi 

ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah 

pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami 

lingkungan- lingkungan yang dipahami. 25 

1. Jenis Penelitian  

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan 

yang lengkap, sistematis serta dapat 

dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode 

penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan 

penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian 

hukum yang dilakukan dengan pendekatan non doktrinal 

                                                             
24 Bakri Abu Bakar, A. Muin Fahmal dan Askari Razak, “Efektivitas 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum: Studi Pemilihan Umum 
Tahun 2019 Di Kabupaten Bulukumba”, Journal of Lex Generalis, vol. 2, no.7, 
(2021).  

25 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 

1986), 67. 
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dengan penelitian hukum yuridis dan empiris.26 

Penelitian hukum dengan yuridis-empiris yakni 

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang 

terjadi dalam fakta di masyarakat.27 Oleh karena itu 

hukum tidak bisa dipelajari hanya melalui serangkaian 

Undang-Undang (law in books) semata, tetapi juga harus 

dikaji bagaimana kerja hukum dalam praktek (law in 

action) latar belakang sejarahnya, hubungannya dengan 

jiwa masyarakat/bangsa, dan sebagainya.28  

Penelitian berbasis yuridis empiris adalah 

penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau 

implementasi ketentuan hukum normatif secara in action 

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat.29 Dalam tulisan ini menggunakan 

pendekatan yuridis karena dalam pembahasan masalah 

menggunakan bahan-bahan hukum dan melihat hukum 

sebagai norma atau das sollen (baik hukum yang tertulis 

maupun tidak tertulis). Sedangkan pendekatan empiris 

adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, 

kultural atau das sein. Karena dalam penelitian ini data 

yang digunakan adalah data primer yang diperoleh 

                                                             
26 Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, 

(Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), 3. 
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126. 
28 Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian 

Hukum”, Jurnal Hukum dan  Peradilan, vol. 1, no. 2, (Juli 2012), 197. 

29 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2004), 134. 
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langsung di lapangan. Data yang berupa wawancara dan 

observasi. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini juga menggunakan penelitian penelitian pustaka 

(library research) yaitu penelitian yang mengkaji studi 

dokumen, yakni menggunakan berbagai data sumber 

hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, 

keputusan pengadilan, Undang-Undang Dasar dan 

Dokumen Negara.  

Penelitian jenis ini menggunakan analisis data 

kuantitatif yakni dengan menjelaskan data-data  yang ada 

dengan mengunakan tabel dan grafik. Dalam model 

penelitian hukum inilah terdapat konsep-konsep: 

objektivitas, induktif, sintesa, aposteriori, generalisasi, 

konstruksi dan data kuantitatif yang di gunakan untuk 

menganalisis data primer (kepentingan-kepentingan 

masyarakat yang dinamis) lewat instrumen pengumpul 

data (kuesioner, wawancara dan observasi) dengan 

menggunakan analisis statistik berdasarkan tabel dan/ 

atau grafik melalui field research. 30 Penulis 

menggunakan buku-buku dan literatur-literatur 

penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum 

dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. 

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian Efektivitas Hukum, Penelitian hukum 

                                                             
30 Zulfadil Barus, “Analisis Filosifis Tentang Peta Konseptual 

Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis” Jurnal Dinamika 
Hukum, vol. 13, no. 2, Mei 2013, 311.  
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yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan 

perundang-undangan (berlakunya hukum). Efektivitas 

mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan 

atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan 

keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari 

penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait 

yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang 

dipergunakan.31 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa 

efektivitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 

faktor, yaitu:  

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).  

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang 

membentuk maupun menerapkan hukum.  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum.  

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum 

tersebut berlaku atau diterapkan.  

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta 

dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di 

dalam pergaulan hidup.32 

Pada dasarnya merupakan penelitian 

perbandingan antara realita hukum dengan idealita 

hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang 

                                                             
31 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Citra 

Aditya, 2013) 67. 
32 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 8.  
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dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim 

(law in book). Dalam realita hukum orang seharusnya 

bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah 

hukum. Atau dengan kata lain realita hukum adalah 

hukum dalam tindakan (law in action). Efektifitas hukum 

dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja 

hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga 

masyarakat untuk taat terhdap hukum.  

Efektifitas hukum berarti mengkaji kaidah 

hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara 

yuridis, sosiologis dan filosofis. Dalam tulisan ini akan 

membandingkan realita bersadarkan data pelanggaran  

money politic pemilu tahun 2019 di Kota Semarang 

dengan idealita hukum dalam Undang- Undang Nomor 7 

Tahun 2017. Mengkaji bagaimana Undang-Undang 

tersebut bekerja menangani dan berperan sebagai 

pencegahan dalam pelanggaran. Kemudian pendekatan 

yang digunakan peneliti dalam penulisan adalah dengan 

pendekatan sosio legal yaitu studi yang merupakan kajian 

terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu 

hukum maupun ilmu-ilmu sosial.33  

3. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek 

darimana data dapat diperoleh. Penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian 

kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara 

                                                             
33 Sulistiyowati Iranto, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan 

Refleksi, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011), 175.   
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intensif. Terinci dan mendalam terhadap suatu 

organisasi, lembaga atau gejala tertentu. 34 Sumber data 

dalam penelitian ini adalah berupa sumber data primer, 

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa 

perantara pihak lain, dengan cara wawancara, observasi 

dan pengamatan. 35  

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah melalui wawancara langsung. Wawancara ialah 

suatu usaha untuk mengumpulkan data dengan cara  

bertanya dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada 

informan penelitian untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Adapun pihak yang 

diwawancarai adalah Koordinator Penanganan 

Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang. 

Penelitian ini didukung oleh data sekunder, yakni 

data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, 

dan peraturan. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitan ini adalah:  

a. Sumber Hukum Primer 

Sumber Hukum Primer adalah bahan-bahan 

hukum yang mengikat terdiri dari peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan objek 

                                                             
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 107. 

35 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 
2016), 106. 
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penelitian. Sumber hukum primer yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah:  

1) Undang-Undang RI Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum. 

3) Perbawaslu No.8 Tahun 2018.  

b. Sumber Hukum Sekunder 

Data ini diperoleh dari dokumen- dokumen, 

buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian ini.36 Sumber Hukum Sekunder dalam 

penelitian ini adalah buku, jurnal, kemudian Data 

Pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Kota Semarang 

dan data yang terkait dengan permasalahan yang 

dikaji. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam suatu penelitian adalah bahan yang 

dipergunakan dalam menyelesaikan permasalan yang 

telah dirumuskan dalam penelitian. Kemudian teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

Wawancara. Wawancara merupakan data primer yang 

diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian 

atau lapangan. Wawancara dilakukan dengan tanya 

jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 

yang melibatkan dua orang atau lebih dengan cara 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi 

                                                             
36 Ibid., 106 
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dan keterangan. 37 

5. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga 

dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. 38 Dalam penelitian ini 

penulis akan mengungkap masalah mengenai bagaimana 

implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 

mengatur masalah pelanggaran dalam Pemilu tahun 2019 

yang secara khusus mengenai money politic. Menelaah 

apakah terdapat kendala yang menjadikan penegakan 

hukum money politic tidak dapat dihukum sebagaimana 

mestinya. 

Penulis menggunakan teknik analisis data secara 

deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, 

lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya. 39 

6. Studi Dokumentasi  

Upaya untuk memperoleh data sekunder 

penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan 

                                                             
37 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2001), 81.  
38 Muhammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2003), 241. 
39 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 1995), 63.  
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mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa 

bahan hukum primer ataupun tersier.  

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini 

meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi gambaran 

umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

Bab II Pemilhan Umum dan Money Politik, 

Berisi gambaran umum mengenai pokok bahasan secara 

menyeluruh tentang permasalahan yang dibahas yakni 

Pemilu dan Money Politic . Bab ini merupakan landasan 

teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab 

selanjutnya. Bab ini terdiri dari dua sub. Pertama, 

membahas tentang pengertian Pemilu serta bentuk-

bentuk pelanggaran dalam pemilihan umum. Kedua, 

membahas tentang pengertian money politic, kemudian 

tindak pidana money politic dalam Undang-Undang No.7 

tahun 2017 dan faktor-faktor tindak pidana money politic.  

Bab III Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana 

Pemilu Tahun 2019 di Kota Semarang, dalam bab ini 

akan disajikan hasil observasi penulis atas data/bahan 

penelitian yang telah diperoleh berupa dasar larangan 

money politic, sanksi hukum tindak pidana money politic 

dan data kasus praktik pelanggaran tindak pidana yang 
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terjadi dalam pemilihan umum tahun 2019 serta 

penyelesaiannya. 

Bab IV Analisis Prespektif Undang Undang 

Nomer 7 Tahun 2017 dalam Hal Penegakan Hukum 

Terhadap Money Politic di Kota Semarang. Bab ini 

merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan 

analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan 

yakni mengenai bagaimana Prespektif Undang-Undang 

Nomer 7 Tahun 2017 dalam hal Penegakan Hukum 

terhadap Pelanggaran Pemilu Money  Politic di Kota 

Semarang. Kemudian menjelaskan penyelesaian 

Pelanggaran Money Politic tersebut bersadarkan data 

pelanggaran pemilu tahun 2019 di Kota Semarang 

dengan idealita hukum dalam UU No 7 tahun 2017.  

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang 

merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian 

terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.
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BAB II 

PEMILIHAN UMUM DAN MONEY POLITIC 

 

A. Pemilihan Umum  

1. Pengertian Pemilihan Umum  

Indonesia sebagai negara demokrasi menganut 

konsep Pemilihan Umum sebagai salah satu asas 

penyelenggaraan kepemimpinan. Demokrasi diyakini 

sebagai tolak ukur yang tak terbantah dari keabsahan 

politik tak terlepas dari itu Indonesia adalah salah satu 

negara yang berkeyakinan bahwa kehendak rakyat adalah 

dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi 

kokohnya sistem politik demokrasi. Hal ini menunjukan 

bahwa rakyat diletakkan pada posisi penting dan 

berdaulat.40 Masyarakat diberikan kedaulatan dan ruang 

untuk berperan aktif dalam proses demokrasi. 

Asas – asas demokratis yang melandasi rechsstaat 

menurut  S.W. Couwenberg meliuti lima asas, yaitu a) 

asas-asas hak politik (het beginsek van de politieke 

grondrechten); b) asas mayoritas; c) asas perwakilan; d) 

asas pertanggungjawaban dan e) asas publik. Implementasi 

                                                             
40 Janapatar Simamora, “Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka 

Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis” Jurnal Mimbar Hukum, 

vol. 23, no. 1, Februari 2011, 222 
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atas hal tersebut diwujudkan dengan pemilu. 41 Pemilihan 

umum merupakan instrumen atau sarana untuk 

melaksanakan demokrasi, bahkan dibanyak negara 

demokrasi pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus 

tolak ukur demokrasi.42 Sebagai sarana pendelegasian 

daulat rakyat sekaligus ukuran sistem politik yang 

demokratis, pemilu harus dilaksanakan secara demokratis 

dimana suara-suara rakyat dihitung secara adil.43  

Secara umum, sistem pemilu yang demokratis 

berkehendak untuk proses peralihan kekuasaan dilakukan 

secara berkala, bebas, adil serta menjamin hak pilih yang 

menyeluruh. Bahkan bagi negara-negara demokratis, 

prinsip pemilu menjadi substansi dasar dalam hukum dasar 

suatu negara. Perkembagan pengaturan dalam hukum juga 

dianut dalam Konstitusi Indonesia terutama dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Repeublik Indonesia 

1945.44 Dalam proses kenegaraan setidak-tidaknya ada dua 

manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran 

langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu, 

yaitu pembentukan kekuasaan yang abash dan mencapai 

                                                             
41 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonedia, 

(Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 72.  
42 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461. 
43 Robert Dahl, Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktik 

Demokrasi Secara Siingkat Diterjemahkan oleh A. Rahman Zainudin (Jakarta: 
Yayasan Obor, 2001), 68. 

44 Saldi Isra dan Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis (Depok: 

Raja Grafindo, 2009), 12. 
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tingkat keterwakilan politik. 45 Menurut Arbi Sanit ada 

empat fungsi utama yakni: 1) pembentukan legitimasi 

penguasa dan pemerintah; 2) pembentukan perwakilan 

politik rakyat; 3) sirkulasi elite penguasa dan 4) pendidikan 

politik.46 

Dilihat dari sudut pandang Hukum Tata Negara, 

pemilihan umum merupakan proses politik dalam 

kehidupan ketatanegaraan. Berperan sebagai sarana 

menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan 

yang mengemban amanat rakyat.47 Melalui pemilihan 

umum proses demokrasi berjalan, rakyat dapat memilih 

atau menyeleksi siapa saja yang tepat untuk menjadi 

wakilnya. Selain itu rakyat dapat memberikan penilaian 

terhadap wakil-wakilnya yang dipercayakan pada periode 

sebelumnya. 48 

Kemudian bisa dipahami dalam konteks pemilu di 

Indonesia bahwa pemilu atau Pemilihan Umum secara 

konstitusional mengenai pemilihan umum tersebut diatur 

didalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Bab VIIB Pasal 22E 

adalah mengenai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan 

                                                             
45 Parulian Donald, Menggugat Pemilu (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

1999), 5. 
46 Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 

1997) 158. 
47 Sri Soemantri Martosoewignjo, Tentang Lembaga-Lembaga Negara 

Menurut UUD 1945, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 16.  
48 Sodikin, Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan (Bekasi: 

Gratama Publishing, 2014), 7.  
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oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menghasilkan 

jabatan-jabatan politik tertentu seperti (Presiden/Wakil 

Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil 

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota 

Legislatif baik dari pusat hingga daerah provinsi, 

kabupaten/kota.49 Sesungguhnya tugas utama sistem 

pemilihan adalah dirancang untuk mengakomodasi tiga 

peran utama:  

a) Berperan sebagai saluran tempat rakyat bisa meminta 

pertanggungjawaban wakil-wakilnya. 

b) Menerjemahkan pilihan yang diberikan rakyat 

menjadi kursi yang dimenangkan dalam kursi 

legislative 

c) Membentuk batas-batas diskursus politik yang bisa 

diterima dalam cara yang berbeda dan memberikan 

insentif bagi mereka yang berkompetisi untuk 

mengiklankan dirinya kepada pemilih dengan cara-

cara tertentu. 50 

Makna Pemilu dalam konteks negara hukum 

bahwa Indonesia yang merupakan negara hukum 

(rechstaat) dengan landasan Pancasila dan UUD 1945 

bermakna bahwa segala aktivitas dalam kehidupan 

bernegara haruslah bisa dipertanggungjawabkan 

                                                             
49 Ardiles R. M. Mewoh, dkk, Pemilu dalam Prespektif Penyelenggara 

(Jakarta: Yayasan Perludem, 2015), 8.  
50 Agus Pramusinto dan Wahyudi Kumorotomo, Governance Reform di 

Indonesia, Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi 
yang Profesional, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), 38. 
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dihadapan hukum. Hal ini berarti bahwa pemilu 

merupakan jalur resmi untuk menyelidiki para calon 

pejabat, baik eksekutif maupun legislative. Berfungsi pula 

sebagai wadah bagi masyarakat untuk menjamin 

kebabasan menentukan pendapatnya. Selain itu 

pemerintah wajib untuk menjamin kebebasan setiap warga 

negara dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya 

sepanjang masih berada dalam koridor hukum yang telah 

ditentukan. 51 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah,Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Pasal 2, Pemilihan 

Umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil. 52 Pengertian mengenai 

Pemilihan Umum dan asasnya sudah tertera jelas dalam 

Undang-Undang tersebut. 

                                                             
51 Muhammad Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem 

Pemilihan Umum di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo) 52. 
52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
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Secara Historis, perkembangan sejarah pemilu di 

Indonesia dibagi menjadi empat fase, yaitu Pemilu 1955, 

Pemilu 1971-1997, Pemilu 1999 dan Pemilu 2004-2019. 

Pembagian tersebut didasarkan atas pertimbangan 

konstitusi yang menjadi dasar penyelengaraan pemilu dan 

konfigurasi politik yang mengitarinya. Tentu dengan 

mengedepankan nilai-nilai keterbukaan dan kebebasan. 

Dalam hal ini, Pemilu 1955 dilaksanakan dibawah UUDS 

1950 dengan konfigurasi politik otoriter berbaju 

demokrasi Pancasila model rezim Orde Baru di bawah 

Presiden Soeharto. Sementara itu, Pemilu 1999 ditematkan 

sebagai fase tersendiri, meski dilaksanakan di bawah UUD 

1945 namum suasana transisi politik setelah mundurnya 

Presiden Soeharto begitu terasa. Terakhir Pemilu 2004-

2019 dibawah UUD NRI 1945 sebagai hasil reformasi 

konstitusi 1999-2002. 53 

Dilanjutkan dengan Pemilu Pasca reformasi, 

Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilu 

legislatif dan empat kali Pemilu Presiden, yang dimulai 

dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan 

tahun 2019. Sejak tahun 1999 hingga tahun 2019 desain 

sistem pemilu Indonesia selalu mengalami perubahan-

perubahan. Menurut IDEA, meski hampir semua kasus 

pilihan atas sistem pemilu tertentu memiliki pengaruh 

mendalam bagi masa depan kehidupan politik dan sistem 

politik di negara bersangkutan, namun secara tradisional 

                                                             
53 Saldi Isra dan Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis, 28.  
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jarang sekali sistem pemilu dipilih secara sadar dan 

disengaja. Sering kali pilihan pada dasarnya adalah suatu 

kebetulan, hasil dari kombinasi tak lazim berbagai situasi, 

sebuah tren yang mencuat sesaat, atau keganjilan sejarah, 

dengan dampak kolonialisme dan efek negara-negara 

tetangga berpengaruh seringkali sangat kuat. 54 Jika dilihat 

dari masanya, yaitu masa demokrasi liberal, dan demokrasi 

terpimpin /orde lama, pemilu masa orde baru dan 

pemilumasa reformasi. Pelaksanaan pemilu pada tiap-tiap 

masa tersebut mempunyai ciri yang berbeda karena 

dipengaruhi oleh gaya kepemiminan presiden yang 

berbeda pula.55 

Seiring berjalanya waktu dan perubahan di 

Indonesia terjadinya Pemilihan Umum serentak pada 

tahun 2019. Pemilihan umum tahun 2019 merupakan 

penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang 

menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan 

DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

Pemilihan umum serentak tahun 2019 tersebut 

dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang 

Pemilu). Undang-Undang Pemilu ini menyederhanakan 

dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam 

                                                             
54 International IDEA, Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru 

International IDEA, (Stockholm: International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance, 2005), 1. 

55 Muhadam Labolo, Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan 

Umum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 87. 
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satu undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

Adapun model pemilihan umum serentak yang 

diatur pada Undang-Undang Pemilu tersebut 

dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor. 14/PUU-XI/2013 yang sebelumnya tidak serta 

merta dilaksakan dalam pemilu 2014 karna dalam putusan 

a quo secara eksplisit baru dapat dilaksanakan pada tahun 

2019 dan pemilu-pemilu setelahnya.56 Penyelenggaraan 

tahapan pemilihan umum serentak tahun 2019, yang 

dimulai dari tahapan perencanaan program dan anggaran 

pada tanggal 17 Agustus 2017 hingga tahapan pengucapan 

sumpah /janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 

20 Oktober 2019, serta pengucapan sumpah /janji anggota 

legislatif terpilih tanggal 1 Oktober 2019, secara umum 

memang dapat dikatakan berlangsung dengan lancar.  

Kesuksesan dalam pemilu ini dapat dilihat dari 

tingginya angka partisipasi pemilih yang datang ke Tempat 

Pemungutan Suara (TPS) serta berkurangnya jumlah 

sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Angka 
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Prinsip dalam Konstitusi Indonesia (Depok: Raja Grafindo), 75. 
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partisipasi Pemilu untuk pertama kalinya melampaui 

‘angka keramat’ 77,5 persen yang dipatok dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019. 57 Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum 

menurut Rose dan Mossawir adalah antara lain : (1) 

menentukan pemeintahan secara langsung maupun tidak 

langsung; (2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik 

suara dan pemerintah; (3) barometer dukungan rakyat 

terhadap penguasa; (4) sarana rekrutmen politik; (5) alat 

untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap 

tuntutan rakyat.58 

Negara Indonesia telah mengatur dalam konstitusi 

mengenai Pemilu di Indonesia di dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 22. Disusun untuk menjamin hak rakyat 

Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan 

mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E 

dijelaskan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Penyelenggara 

yang dimaksud adalah KPU, Bawaslu serta DKPP. 

Kedudukan tiga lembaga tersebut diperkuat tugas dan 

fungsinya sesuai dengan perkembangan Pemilihan Umum. 

                                                             
57 Komisi Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, 

(Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019), 458. 
58 Richard Rose, dan Harve Mossawir, “Voting and Elections: A 

Functional Analysis”, Journal Political Studies, vol. xv, no.2, (Manchester,1967), 
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Adapun asas-asas dalam pemilu diantaranya 

adalah:59 

a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk 

secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan 

kehendak hati nuraninya tanpa perantara.  

b. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun 

atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah 

berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada 

diskriminasi (pengecualian).  

c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut 

hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau 

paksaan dari siapapun/dengan apapun.  

d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan 

tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan 

apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya 

diberikan (secret ballot).  

e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan 

pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, 

pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta 

semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus 

bersikap jujur sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku.  
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Proses Pemilu, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 45.  
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f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan 

dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang 

sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. 

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran dalam Pemilihan Umum 

Penegakan hukum pemilu berperan penting dalam 

berjalannya demokrasi yakni sebagai checks and balances. 

Mewujudkan electoral law enforcement dan kepastian 

hukum, kemudian menjadi harapan terwujudnya keadilan 

pemilu melalui penanganan pelanggaran yang 

professional. Dengan terlaksananya pemilu yang bersih, 

tentu tidak akan menimbulkan kecurigaan terhadap 

penyelenggara maupun peserta pemilu. Widodo 

menjelaskan bahwa keadilan pemilu mengandung segala 

tindakan, prosedur dan keputusan terkait proses pemilu 

adalah taat asas hukum. 60 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemilu diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. Tujuannya adalah untuk mewujudkan 

Pemilu yang bersih dan adil. Kemudian Soerjono 

Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas atau tidaknya 

suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:  

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).  

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang 

membentuk maupun menerapkan hukum.  

                                                             
60 Widodo, “Penyelesaian Sengketa Pilkada Seretak 2015 Dalam 

Prespektif Electoral Justice System” The Politics Jurnal Magister Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin, vol. 2, no. 3, 2016. 
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3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum.  

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana 

hukum tersebut berlaku atau diterapkan.  

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, 

cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 

manusia di dalam pergaulan hidup.  

 

Menurut Janedjri M.Gaffar, bahwa dalam 

ketentuan undang-undang kepemiluan mengenal dua 

macam pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran 

administratif dan pelanggaran yang mengandung unsur 

pidana. Penyelesaiana pelanggaran administratif dilakukan 

oleh KPU. Sedangkan penyelesaian pelangaran yang 

mengandung unsur pidana dilakukan menurut Hukum 

Acara Pidana dengan batasan waktu penyidikan harus 

dilakukan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya laporan 

dan dilimpahkan kepada penutut dalam waktu 7 hari.  Alur 

penanganannya adalah dengan penuntut harus 

melimpahkan perkara ke pengadilan dalam waktu 14 hari 

sejak diterima berkas dari penyidik. Lebih lanjut Janedjri 

mengatakan bahwa selain terdapat dua pelanggaran diatas 

ada juga sengketa pemilu yang tidak mengandung unsur 

pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. 

Dimana jika terjadi sengketa atas penetapan hasil pemilu 

secara nasional oleh KPU akan diperiksa dan diputus oleh 

MK. Ketentuan tersebut sesuai dengan hasil perubahan 

UUD 1945 yang membentuk MK, dengan memutus PHPU 
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sebagai salah satu kewenangannya, sebagaiamana tertuang 

dalam Pasal 24C ayat (1).61 

Berbicara mengenai Pemilihan Umum yang 

menjadi sarana demi terwujudnya kedaulatan rakyat secara 

langsung, tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu 

memilihi beberapa kendala saat pemilu itu berjalan, mulai 

dari tahapan awal hingga akhir. Pada  setiap  

penyelenggaraan  pemilu  ditemukan  masih  sering  terjadi  

pelanggaran Pemilu.   Terdapat      4   (empat)   potensi   

pelanggaran   yang   sering   terjadi   yakni pelanggaran 

administrasi, etika penyelenggara pemilu,  pelanggaran  

hukum  lainnya hingga   pelanggaran   tindak   pidana   

pemilu.  

a) Tindak Pidana Pemilu  

Merupakan tindakan-tindakan yang menurut 

Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu 

diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal yang 

berakibat pada hukuman penjara dan atau denda 

melalui putusan peradilan pidana pemilu. 62 Subyek 

tindak pidana pemilu ini meliputi pengurus partai 

politik; pelaksana kampanye; calon anggota DPR, 

DPD, DPRD; penyelenggara pemilu, pengawas 

pemilu; hingga setiap orang. Dari segi kesalahan, 

tindak pidana pemilu ada yang berunsur sengaja dan 

                                                             
61 Janedjri dan M. Gaffar, Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia, 

(Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 137. 
62 Denny Indrayana, Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di 

Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kompas Media Nusantara), 33. 
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kealpaan. Dari segi sanksi, tindak pidana pemilu 

diancam sanksi penjara dan denda yang diancam 

secara kumulatif (ada kata “dan”) dan tidak alternatif 

seperti pada Undang-Undang Nomor 12/2003. 

Artinya, terdakwa yang terbukti bersalah harus 

dijatuhi penjara dan denda sekaligus. Untuk sanksi 

penjara, ada ancaman pidana minimum dan 

maksimum.  

 Regulasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu 

terdapat didalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 

Buku Kelima Bagian Kesatu Pasal 476 yaitu:  

(1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan 

oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan 

kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling 

lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan 

menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang 

diduga merupakan tindak pidana Pemilu.  

(2) Perbuatan atau tindakan yang diduga 

merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau 

Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan 

Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.  
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(3) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan 

alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat 

kejadian perkara; dan d. uraian kejadian.63 Pasal 477 

mengatur mengenai Penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu 

dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  

 Tindak pidana pemilu dapat dipandang sebagai 

sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya. 

Karena itu, tindak pidana itu harus diselesaikan dalam 

waktu singkat agar tujuan mengadakan ketentuan 

pidana pemilu itu dapat tercapai. Yakni untuk 

melindungi proses demokrasi melalui pemilu. Penegak 

hukum yang berperan dalam penyelesaian tindak 

pidana pemilu adalah kepolisian, kejaksaan, dan 

pengadilan.  

b) Pelanggaran Administratif  

Merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dan 

persyaratan yang di tetapkan dalam Undang-Undang 

Pemilu dan tidak didefinisikan sebagai tindakan 

kriminal. Menurut Undang –Undang tersebut 

pelangaran administrasi meliputi “pelanggaran 

terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme yang 

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu 
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dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.64 

Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini 

dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, 

akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu.  

Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini 

juga bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan 

pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil. Pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan 

oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, 

dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan 

tingkatannya. Laporan pelanggaran administrasi 

pemilu dapat disampaikan oleh warga negara 

Indonesia yang mempunyai hak pilih; pemantau 

pemilu; atau peserta Pemilu. Menurut Pasal 455 Buku 

Keempat Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang 

Pemilu, point b menjelaskan bahwa pelanggaran 

administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, 

dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan 

masing-masing.  

c) Pelanggaran Kode Etik  

Dimaknai dalam Undang-Undang Pemilu sebagai 

pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu 

yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum 
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Mahkamah Konstitusi (Jakarta : Kompas Media Nusantara,2019),34.  
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melaksanakan tugas sebagau penyelenggara pemilu. 

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap 

prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu 

yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji 

sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara 

pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang 

diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU. Maksud kode 

etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, 

akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu.  

Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan 

terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil.65 Tertera dalam Pasal 

458 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 

Pemilu bahwa Pengaduan tentang dugaan adanya 

pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan 

secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta 

Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih 

dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.  

d) Pelanggaran Hukum Lainnya  

Dalam hal ini Undang-Undang Pemilu tidak 

menegaskan atau mengatur dengan jalan bagaimana 

dan melalui lembaga apa pihak-pihak yang dirugikan 

oleh keputusan KPU dapat menyelesaikan 

keberatannya. Karena Undang-Undang Pemilu tidak 

mengaturnya, kerap kali para pihak yang merasa 

dirugikan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata 

                                                             
65 Ramlan Surbakti, dkk, Penanganan Pelanggaran Pemilu Jakarta,19. 
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Usaha Negara atau ke Peradilan Umum. Kasus 

gugatan partai-partai yang dinyatakan tidak memenuhi 

syarat sebagai peserta pemilu oleh KPU ke Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan contoh dari 

sengketa hukum ini. 

B. Money Politic 

1. Definisi Money Politic  

Definisi atau pengertian secara sederhana 

mengenai money politic dapat dimengerti bahwa kata 

tersebut berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu 

money dan politic. Money yaitu uang dan politic yaitu 

politik dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan 

secara kebahasaan yaitu politik uang.  Kemudian 

pengertian money politic dalam Bahasa Indonesia adalah 

suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia 

adalah uang sogok.  Sedangkan secara istilah money politic 

(politik uang) ialah menggunakan uang untuk 

memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang 

dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam 

menentukan keputusan. 66 

Menurut Edy Suandi Hamid yang melihat dari 

kacamata ekonomi, menilai money politik muncul karena 

adanya hubungan mutualisme atau saling menguntungkan 

antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban 

(rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan 

                                                             
66 Ebin Danius, “Politik Uang dan Uang Rakyat”, dalam 

www.uniera.ac.id/pub/I/I. Diakses 21 Agustus 2022. 
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dengan mekanisme money politics. Bagi Politisi, money 

politic merupakan media instan yang dengan cara itu suara 

konstituen dapat dibeli. Sebaliknya bagi rakyat, money 

politics ibarat bonus rutin di masa Pemilu yang lebih nyata 

dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan. 67 

Perilaku Politik Uang menurut Erdwars Aspinall 

dan Ward Berenschot adalah fenomena klientelisme dan 

patronase. Klientelisme adalah suatu bentuk pertukaran 

yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban 

dan hubungan kekuasaan yang terjadi dengan tidak 

seimbang antara mereka. Selain itu, ditandai dengan 

aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk 

klien berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga terbentuklah 

pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling 

menguntungkan. 68 Lebih lanjut dijelaskan oleh Erdwars 

Aspinall dan Ward Berenschot bahwa fenomena pada hari-

hari menjelang pemiluhan umum, para pekerja kampanye 

menjalankan tugas pelelangan mereka ke jalan-jalan raya 

dan dari rumah ke rumah dalm bentuk yang dikenal dengan 

sebutan “serangan fajar” dimana mereka membagikan 

uang dalam jumlah besar kepada para pemilih. 

                                                             
67 Zuly Qodir, Teori dan Praktik Politik di Indonesia memahami Partai, 

Pemilu dan Kejahatan Politik Pasca Orde Baru (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2016),59. 

68 Edward Aspinall dan Ward Barenschot, Democracy for Sale: 

Pemilihan Umum, Klientelisme dan Negara di Indonesia (Jakarta: Pustaka Obor 
Indonesia, 2019), 8.  
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Sedangkan menurut Yuzril Ihza Mahendra definisi 

money politic sangat jelas, yakni mempengaruhi masa 

pemilu dengan imbalan materi. 69 Demikian juga money 

politic termasuk mempengaruhi penyelenggara dengan 

imbalan tertentu untuk mencuri atau menggelembungkan 

suara, termasuk membeli suara dari peserta atau calon 

tertentu. Namun demikian, money politic berbeda dengan 

biaya politik dimana hal itu adalah sebuah keniscayaan 

karena biaya politik merupakan biaya pemenangan yang 

wajar dan dibenarkan oleh hukum. Biaya politik yang 

dimaksud adalah seperti dana kampanye. 

Umumnya politik   uang   dipahami   sebagai   

bentuk   seni   guna   mendapatkan simpati  dan  suara  yang  

tinggi  serta  memperoleh  kekuasaan  serta  politik  uang  

sebagai jembatan  kokoh  untuk  meraih  kekuasaan.  

Ismawan berpendapat politik  uang juga dimaknai  

suatuupaya merubah  perilaku  orang dengan  imbalan  

tertentu ketika  proses pemilu  berjalan  dilapangan  baik  

dari  tingkat  pusat  hingga  ke  tatanan  desa. Dalam 

perjalanannya,  kebijakan  politik  uang  merupakan  proses  

mendistribusikan  hadiah, barang  dan  jasa  kepada  

pemilik  hak  suara.  Ismawan kembali berpendapat  

                                                             
69 Indra Ismawan, Money Politic Pengaruh Uang dalam Pemilu 

(Yogyakarta: Media Presindo, 1999), 4. 
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bahwa, kebijakan politik uang disadari oleh setiap pelaku 

dan penerima.70 

Dengan demikian bisa dimengerti dan 

disimpulkan bahwa money politik adalah suatu pemberian 

janji-janji kepada calon pemilih dengan menggunakan 

imbalan materi. Hal tersebut juga dapat diartikan sebagai 

upaya mempengaruhi dengan disengaja memberi atau 

menjanjikan uang untuk memilih calon tertentu pada saat 

pemilihan umum. Melihat dari Undang-Undang Nomor 7 

tahun 2017, money politics sebenarnya adalah suatu 

pelanggaran Pemilu karena tidak dibenarkan yakni 

“membeli” suara rakyat. Rakyat sebagai pemegang suara 

tentu sangat dibutuhkan oleh politisi. Dalam Undang-

Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 juga berisi sejumlah 

larangan (norma imperatif) terkait dengan prilaku 

berpolitik. Serta norma ancaman sanksi pidana (penjara 

dan denda), dan bahkan sanksi administratif bagi mereka 

yang sudah terbukti secara hukum melanggar larangan 

atau menyimpang dari Undang-Undang Pemilu yang 

terdapat dalam Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf 

j dan Pasal 284, Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) dan (2). 
71 

                                                             
70 Muhammad  Amanu, “Politik  Uang  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa 

(Studi  Kasus  di  Desa  Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”, Jurnal 
Hukum Masyarakat Desa, vol. 5, 2015, 8.  

71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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2. Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

Definisi Tindak Pidana menurut Utrecht adalah 

adanya kelakukan yang melawan hukum, ada seseorang 

pembuat (dader) yang bertanggung jawab kelakukannya. 

Anasir kesalahan (element van schuld) dalam arti kata 

“bertanggung jawab” (strafbaarheid van de dader).72 

Perbuatan tindak pidana mempunyai unsur-unsur yang 

melekat Yakni adanya unsur objektif berupa kelakukan 

yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif 

berupa kesalahan dan kesalahan ini berupa kesalahan, dan 

kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggung jawaban 

pidana.  

Istilah delik atau tindak pidana pemilu menjadi 

lebih spesifik, yakni hanya terkait dengan perbuatan 

pidana pemilu yang diperuntukkan bagi tindak pidana 

yang terjadi atau berhubungan dengan pelaksanaan 

pemilu. Kondisi atau situasi yang menyebabkan orang 

dapat dikenakan hukuman berdasarkan tindak pidana 

pemilu adalah sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 

KUHP. Dengan bunyi yakni “tiada suatu perbuatan dapat 

dipidana kecuali atas kekuaran aturan pidana dalam 

peraturan perundang-undangan yang ada sebelum 

perbuatan dilakukan”. Tindak pidana pemilihan umum 

atau tindak pidana Pemilu merupakan salah satu substansi 

dari hukum yang mengatur tentang kelembagaan Pemilu. 

                                                             
72 E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I (Surabaya: 

Pustaka Tinta Mas, 1994), 260.  
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Sebagai obyek kajian ilmu hukum yang disebut dengan 

Hukum Pemilu, pengaturan mengenai tindak pidana 

pemilu dapat dijumai dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahum 2017. 73 Tujuam dibentuknya Undang- Undang 

Pemilu agar tersedia “Setiap Upaya tindakan pencegahan 

pelanggaran praktik korupsi, dan praktik-praktik illegal di 

Pemilu dan aturan tentang gugatan Pemilu”.74 

Menurut Topo Santoso, yang menjelaskan dari 

sudut politik hukum (Criminal Policy), kita melihat 

terjadinya perkembangan dalam tindak pidana Pemilu. 

Perkembangan itu mencakup semakin luasnya cakupan 

tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana dan 

peningkatan sanksi pidana”.75 Namun perkembangan 

politik hukum pasca reformasi, menimbulkan perubahan 

sistem penyelenggaraan Pemilu dari tidak langsung 

menjadi Pemilu secara langsung dan sekarang 

diselenggarakan secara serentak massif, terstruktur dan 

terorganisir. Satu di antara wujud dan mekanisme 

demokrasi pelaksanaan Pemilu serentak, adalah banyak 

terealisasi produk legislatif Pemilu terkait sistematika 

pelaksanaan Pemilu. 

Menurut Bagir Manan yang dikutip oleh Nurfaqih 

Irfani terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman 

                                                             
73 Dahlan Sinaga, Tindak Pidana Pemilu Dalam Prespektif Teori 

Keadilan Bermartabat (Jakarta: Nusamedia, 2017), 61.  
74 Ibid, 61 

75 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 
149. 
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dalam menerapkan asas lex spesialis derogate legi 

generali, diantaranya: 

 (1) ketentuan yang didapat dalam hukum umum tetap 

berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum 

khusus tersebut, 

 (2) ketentuan lex specialis harus sederajat dengan 

ketentuan lex generalis (misalnya undang-undang dengan 

undang-undang) dan  

(3) ketentuan hukum lex specialis harus berada dalam 

rezim hukum yang sama dengan lex generalis.76  

Kedudukan hukum pidana pemilu sederajat 

dengan hukum pidana umum yang diatur dalam KUHAP 

yakni setara undang-undang dengan undang-undang. 

Hukum pidana pemilu memuat ketentuan khusus baik 

dalam unsur-unsurnya maupun waktu pemberlakuannya. 

Didalamnya menjelaskan pelaksanaan pemilu dan hukum 

pidana pemilu masuk dalam rezim hukum yang sama, 

yaitu hukum pidana. Secara regulasi dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat 77 

Pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana, diatur dalam 

Pasal 488 sampai dengan Pasal 553.  

Barda Nawawi Arief menyatakan pendapat lain 

sebagaimana dikutip oleh John Dirk Pasalbessy bahwa 

                                                             
76  Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex 

Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan 
Argumentasi Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 16, no. 3, 2020, 314. 
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perlu diketahui bahwa pemilu bukanlah merupakan 

wilayah hukum dari hukum pidana. mengingat kaitannya 

dengan pelaksanaan demokrasi bangsa, oleh sebab itu 

pemilu sebenarnya merupakan bagian dari wilayah hukum 

tata negara. Apabila dianalisis dengan karena kebijakan 

hukum, selanjutnya mekanisme dan penyelenggaraannya 

dirumuskan di dalam suatu ketentuan perundang 

undangan. Didalamnya yang melibatkan pula hukum 

pidana, inklusif sanksi pidana sebagai sanksi penguat 

norma administratif.  

Dari perspektif hukum pidana, ada tiga problem 

dasar yang penting, yakni : (a) ada perbuatan yang dilarang 

oleh aturan pidana atau tindak pidana; (b) ada orang yang 

melakukan tindak pidana atau pertanggungjawaban 

pidana; dan (c) ada sanksi berupa pidana bagi orang yang 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana.77 Tertuang 

dalam Buku Kelima mengenai Tindak Pidana Pemilu 

terdiri dari dua Bab. Bab I berisi mengenai Penanganan 

Tindak Pidana Pemilu atau dalam buku ini disebut dengan 

hukum acara pidana pemilu, yang merupakan hukum 

formil. Sedangkan dalam Bab II UU-Pemilu terdapat 

peraturan mengenai Ketentuan Pidana Pemilu, dan dalam 

buku ini dipahami sebagi tindak pidana Pemilu sebagai 

hukum materiil.  

                                                             
77 John Dirk Pasalbessy, “Aspek Hukum Pidana di Dalam Pelanggaran 

Pemilihan Umum: Perspektif Kebijakan Hukum Pidana” Jurnal Konstitusi vol. 2, 
no. 1, Juni 2009, 10.  
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Perlu dikemukakan disini bahwa pengaturan 

mengenai ketentuan pidana Pemilu sebagai hukum 

materiil itu dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 

tidak mengatur mengenai kualifikasi atau kategorisasi 

kejahatan dan pelanggaran seperti yang terjadi dalam 

Undang-Undang Pemilu sebelumnya yang digantikannya. 
78 Unsur pelaku perbuatan tindak pidana pemilu menurut 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum dapat diklasifikasikan menjadi sepuluh yaitu :  

a. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada setiap 

orang.  

b. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada petugas 

KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan 

PPLN.  

c. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada aparatur 

sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan 

Kepolisian Negara republik Indonesia, kepala desa, 

perangkat desa, dan/atau anggota permusyawaratan desa.  

d. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada 

pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye.  

e. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada seorang 

majikan/atasan.  

                                                             
78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
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f. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada 

Panwaslu dan Bawaslu.  

g. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada 

Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim 

konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, ketua/wakil 

ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa keuangan, 

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, da/atau deputi 

gubernur bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan 

pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik 

negara/badan usaha milik daerah.  

h. Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada 

Perusahaan pencetak suara. 

Proses terjadinya pelanggaran tindak pidana yang 

terjadi pada pemilu dapat dibagi menjadi tiga tahapan, 

yaitu:  

1) Tindak pidana sebelum pemungutan suara. 

Tindak pidana yang bisa terjadi dalam proses sebelum 

pemungutan suara adalah pada saat pemutakhiran data 

pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran 

peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan 

jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.  

2) Tindak pidana saat pemungutan suara. Pada 

proses ini tindak pidana yang bisa terjadi adalah pada saat 

tahapan pemungutan suara, dan penghitungan suara. 
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 3) Tindak pidana setelah pemungutan suara. 

Tindak pidana pada proses setelah pemungutan suara 

adalah yang berkaitan dengan penetapan hasil pemilu dan 

pengucapan sumpah/janji wakil rakyat yang terpilih. 

Tahapan tersebut dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi tindak pidana yang terjadi pada pemilu 

dengan cara mengetahui dan memahami tahapan-tahapan 

pemilu. Tahapan pemilu ini dibuat oleh penyelenggara 

pemilu, yakni KPU dengan menyusun peraturan KPU 

untuk setiap tahapan pemilu. KPU juga bertugas 

mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, 

dan memantau semua tahapan pemilu. Kemudian KPU 

melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan 

tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas 

lainnya.79 

Dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu, pengertian money politic adalah setiap 

pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilu yang 

dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau 

materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye 

pemilu dan pemilih secara langsung ataupun tidak 

langsung yang diancam dengan pidana penjara dan denda. 

Dalam regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

                                                             
79 Pasal 1, 12, 13 dan 48, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 

7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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2017 tentang Pemilu yang terkena sanksi hanya pemberi 

tidak diikut sertakan oleh penerima.  

Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang 

berbunyi “Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu 

dilarang: j. Menjanjikan atau memberikan uang atau 

materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu.” 
Tepatnya dijelaskan dalam pasal Pasal 523 ayat (1) (2) dan 

(3) yaitu:  

(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim 

kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau 
memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan 

kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun 

tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 

ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim 

kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang 
menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi 

lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak 

langsung sebagaimana di maksud dalam Pasal 278 ayat (2) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat 

puluh delapan juta rupiah).  

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari 

pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang 
atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak 

menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu 

tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 

(tiga puluh enam juta rupiah).80 

                                                             
80 Ibid., 
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Pasal 284 Undang-Undang Pemilu mempertegas 

larangan money politic tersebut, sebagai berikut: Dalam 

hal terbukti pelaksana dan tim kampanye Pemilu 

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 

sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara 

langsung atau tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan 

hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan 

memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga 

surat suaranya tidak sah; c. memilih Pasangan Calon 

tertentu; d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; 

dan/atau e. memilih calon anggota DPD tertentu, dljatuhi 

sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

Undang-Undang Pemilu legislatif telah memuat rumusan 

delik dan ancaman pidana terhadap pelanggaran pemilu, 

termasuk juga mekanisme di dalam penyelesaiannya. 

Dalam kajian teoritik untuk dapat dipidananya seseorang 

adalah sangat terkait dengan pertanggungjawaban pidana, 

sehingga ada teori-teori di dalam pertanggungjawaban 

pidana yaitu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap 

terjadinya tindak pidana (kejahatan).81 

Dengan diaturnya masalah tindak pidana dalam 

pemilihan umum, baik dalam KUHP maupun Undang-

undang Pemilihan Umum termasuk juga aturan KPU. 

Tentunya ini menunjukan kepada kita bahwa pembuat 

undang-undang menganggap pemilihan umum itu 

                                                             
81 Gde Ancana, “Karakteristik Tindak Pidana Pemilu dan 

Pertanggung Jawaban Pidana Pelakunya,” Tesis Universitas Airlanga 

(Surabaya, 2020). 29, tidak dipublikasikan.  
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merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

demokrasi dan bernegara di Indonesia. Bagian yang sangat 

penting adalah bila pemilihan umum tersebut bisa 

dilaksanakan dengan jujur dan adil.  Hal tersebut diatur 

karena mengingat pentingnya posisi pemilihan umum bagi 

sebuah negara yang demokrasi, maka adalah tidak 

berlebihan bila dikatakan kebersihan, kejujuran dan 

keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum akan 

mencerminkan kualitas demokrasi di negara 

bersangkutan.82 

Dalam wadah pemilihan umum korelasi antara 

politik dan berdemokrasi sangatlah erat. Oleh sebab itu 

perlu adanya aturan yang harus menjadi norma dan aturan 

dalam berperilaku dalam berpolitik. Adanya norma 

ancaman dan sanksi pidana bahkan pula sanksi 

administratif bagi pelaku yang sudah terbukti secara 

hukum melanggar larangan atau menyimpang dari 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Upaya  yang  lain  dari  pemerintah melalui Undang-

Undang pemilu    memberikan    kewenangan    ke    

Bawaslu    guna    mengontrol penyelenggaraan  pemilu  

mulai  tahap  awal  hingga  akhir,  serta  memberi  ruang  

terbuka bagi masyarakat atau siapa saja yang merasa 

dirugikan atau ditemukan kecurangan dan ketidakjujuran  

dari  peserta  dan  penyelenggara  dapat  diadukan  ke  

                                                             
82 Dudung Mulyadi, “Analisis Peneraan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana 

Pemilu”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, vol. 7, no.1 2019, 17. 
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Bawaslu.83 Secara khusus Bawaslu juga diberi 

kewenangan untuk persoalan politik uang Pasal 93e. Pasal 

95c   bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan, 

pengkajian, serta memutuskan persoalan yang terjadi.  

Bawaslu Pusat  diatur  Pasal  93e,  Provinsi  Pasal  97c,  

Kab/  Kota Pasal  101c,  Kecamatan  Pasal  105c  serta  

Panwaslu  Kel/Desa  Pasal  108bdan  Panwaslu Luar 

Negeri Pasal 111 semua berwenang mengawasi serta 

mencegah politik uang.84 

3. Faktor-Faktor Money Politic  

Fenomena praktik politik uang tidak terlepas dari 

interaksi sosial antara individu dengan calon legislatif pada 

pelaksanaan pemilu. Hal tersebut bahkan sudah tumbuh 

menjadi kultur atau budaya menjelang pemilu dalam 

masyarakat. Bila dikaji menggunakan teori pertukaran, 

yang melihat bahwa manusia terus-menerus terlibat 

memilih diantara perilaku alternatif dengan menerapkan 

bahwa suatu tindakan adalah rasional berdasarkan 

perhitungan untung dan rugi.85 Dengan menggunakan teori 

pertukaran ini kita bisa melihat bahwa fenomena politik 

uang yang terjadi tidak terlepas dari interaksi sosial antara 

individu dengan calon legislatif pada pelaksanaan pemilu.  

                                                             
83 Naya Amin Zaini, “Efektifitas Sentra Gakkumdu Pemilihan 

Pengalaman Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2015 dan 2018 oleh 
Sentra Gakkumdu di Kota Semarang” dalam Endang Sulastri (ed.) Evaluasi 
Pilkada Serentak di Indonesia (Semarang:Bawaslu, 2020), 17.  

84 Dairani, “Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah 
Terjadinya Money Politic Pemilu” , Hukmy : Jurnal Hukum, vol. 1, no. 2, 2021,6.  

85 Damsar, Pengantar Teori Sosiologi (Jakarta: Kencana), 6 
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Masyarakat  sebagai  aktor  sosial  dapat 

mempertimbangan  keuntungan  ataupun  kerugian  yang  

bisa  didapatkannya  dari praktek  politik  uang. Faktanya  

yang  terjadi  dalam  pemilu  yang  akhirnya  menjadi 

pertimbangan  masyarakat  dalam menentukan  pereferensi  

mereka  dalam  memilih calon legilatif dalam pemilu. Oleh 

karena itu, semakin tinggi ganjaran (reward) yang 

diperoleh dalam politik uang maka akan semakin besar 

kemungkinan perilaku tersebut akan diulang.  Sebaliknya  

semakin  tinggi  biaya  atau  ancaman  hukuman 

(punishment) yang akan diperoleh maka makin kecil 

kemungkinan perilaku yang sama akan diulang. 86 

Dalam perspektif sosiologi, kekuasaan merupakan 

unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, 

dimana kekuasaan yang ada tersebut tidak terbagi secara 

merata. Tidak meratanya kekuasaan tersebut membuat 

yang punya kekuasaan mempunyai kemampuan untuk 

mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang 

memiliki kuasa. Dan hal penting yang menandai 

kekuasaan adalah interaksi dan pengaruh. Saluran 

kekuasaan yang biasa digunakan dalam politik uang adalah 

saluran ekonomi, dimana yang memiliki kuasa akan uang 

mempengaruhi masyarakat agar memilih dia yang 

                                                             
86 Lina Ulfa Fitriani, L Wirasata Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago, 

“Fenomena Politik Uang (Money Politic) pada Pemilihan Calin Anggota 
Legislatif di Desa Sandik Kecamaran Batu Layar Kabupaten Lombok Barat” 
Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, vol. 1, no. 1, Juni 2019, 55. 
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memiliki niat menjadi calon yang memiliki kekuasaan, 

eksekutif maupun legislatif.87 

Faktor yang menjadi pengaruh terjadinya politik 

uang secara umum di Indonesia maupun yang terjadi di 

Kota Semarang:  

1) Faktor Pendidikan, kondisi masyarakat yang masih 

banyak keterbelakangan pendidikan cenderung menerima 

pemberian para politisi tanpa menyadari permainan politik 

di belakangnya dan kondisi yang apatis dan apriori dalam 

penegakan hukum sehingga hal tersebut tidak di jadikan 

hal yang melanggar hukum.  

2) Faktor Ekonomi, Pemilih yang hidup dalam masyarakat 

pedesaan juga perkotaan, dengan tingkat ekonomi lemah, 

miskin, memiliki kecenderungan untuk mudah menjadi 

sasaran politik uang. Oleh karena mereka tidak memiliki 

kepentingan terhadap politik pada umumnya masyarakat 

miskin lebih memilih yang menguntungkan dalam nilai 

ekonomi untuk kepentingan sehari-hari.88 Hal tersebut 

terjadi dan menjadi alasan mengapa masyarajat menerima 

money politik dengan alasan yang sangat idealistis bahwa 

hal tersebut meruakan tindakan yang menguntungkan 

kedua pihak. 

                                                             
87 Eko Handoyo, Sosiologi Politik, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2013),97. 
88 Asrinaldi, Politik Masyarakat Miskin Kota, (Yogyakarta: Gava 

Media, 2012), 150.  
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3) Faktor Lemahnya Penegakan Aturan, lemahnya 

penegakan aturan pemilu oleh penyelenggara dan 

pengawas menjadi peluang terjadinya politik uang. Secara 

kasus empiris dengan ditangani kasus-kasus yang 

ditegakkan dalam Sentra Gakkumdu Pemilihan dalam 

Menyamakan Pemahaman dan Pola Penanganan di 

pemilihan. Segi ketidak efektifkan Sentra Gakkumdu 

Pemilihan ini disebabkan juga karna substansi hukum pada 

pemilihan yang tidak tertib.89 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
89 Bawaslu Kota Semarang, “Mahasiswa FH Undip Lakukan Penelitian 

Terkait Faktor Penyebab Politik Uang dari Segi Regulasi”, 
https://semarangkota.bawaslu.go.id/mahasiswa-fh-undip-lakukan-penelitian-
terkait-faktor-penyebab-politik-uang-dari-segi-regulasi/, diakses 17 Agustus 
2022 

https://semarangkota.bawaslu.go.id/mahasiswa-fh-undip-lakukan-penelitian-terkait-faktor-penyebab-politik-uang-dari-segi-regulasi/
https://semarangkota.bawaslu.go.id/mahasiswa-fh-undip-lakukan-penelitian-terkait-faktor-penyebab-politik-uang-dari-segi-regulasi/
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BAB III 

PELANGGARAN MONEY POLITIC PADA PEMILU 

2019 DI KOTA SEMARANG 

 

A. Dasar Larangan dan Bentuk-Bentuk Money 

Politic 

Pemilihan umum merupakan wujud paling paling 

nyata sebagai pelaksana demokrasi. Terdapat beberapa 

pihak dalam pemilihan umum apakah pihak penyelenggara 

(Pemerintah, KPU dan Panwaslu) atau pihak peserta 

pemilihan umum (Rakyat dan para calon) yang selalu 

melakukan pelanggaran, oleh karena itu semua 

pelanggaran pemilu harus ditindak Perbuatan yang 

bermaksud membuat pemilihan umum itu menjadi tidak 

demokratis yaitu, tidak jujur dan tidak adil (Jurdil). 

Adanya kecurangan dalam pemilihan tentu merusak nilai 

demokrasi. 

  Demi mencegah terjadinya kecurangan 

demokrasi Pemerintah membuat peraturan mengenai 

larangan dalam Pemilu. Dibuat sebagai upaya awal oleh 

pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak 

demokratis terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap pelaksanaan 
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kewajiban dan hak kenegaraan.90 Tindakan money politik 

sendiri termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam 

KUHP mengenai “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan 

Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang ada hubungannya 

dengan pemilihan umum.  

Pada dasarnya payung hukum terkait dengan 

hukum pidana di Indonesia adalah bersandar pada Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan 

KUHP. Berperan sebagai pidana materil dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai 

hukum pidana formilnya. Arti Money Politic secara Pidana 

Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

ada 2 kategori, yakni politik uang yang diatur dalam pasal 

523 ayat (1), (2),(3) dan politik uang Terstruktur, 

Sistematis, Masif. Menurut Undang-Undang No 7 tahun 

2017 larangannya diancam dengan pidana penjara dan 

denda, sedangkan Money Politic Terstruktur, Sistematis, 

Masif yang diatur dalam Perbawaslu No 8 Tahun diancam 

dengan diskualifikasi paslon.  

Kemudian Menurut Bagir Manan berpendapat 

bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan 

dalam asas lex specialis derogate legi generalis,91 1. 

                                                             
90 Sintong Silaban, Tindak Pidana Pemilu (Suatu Tinjauan dalam 

Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil), (Jakarta: Pustaka 
Sinar Harapan, 1992), 19. 

91 Yayan Soiyan, 

“https://stafahlipemerintahan.wordpress.com/2015/08/29 /lexspecialis/”, diakses 
pada 9 Setember 2022  
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Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum 

umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam 

aturan hukum khusus tersebut; 2. Ketentuan-ketentuan lex 

specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex 

generalis dengan kata lain Undang-undang dengan 

Undang-Undang; 3. Ketentuan-ketentuan lex specialis 

harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan 

lex generalis. 

Dalam Undang – Undang Pemilu No 7 Tahun 

2017 khusus mengatur tentang tindak pidana politik uang 

adalah Pasal: 280,515, dan 523.92  

- Pasal 280 Ayat (1) huruf j yang berbunyi: Pelaksana, 

Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: “j. 

Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 

kepada Peserta Kampanye Pemilu.” 
- Pasal 515 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan 

sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih 
supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih 

Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya 

dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 

dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh 

enam juta rupiah)”. 

- Pasal 523 yang berbunyi: (1) Setiap pelaksana, peserta, 
dan atau tim kampanye, pemilu yang dengan sengaja 

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 

sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara 
langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana 

                                                             
92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
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penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 

Rp.24.000.000,- ( dua puluh empat juta rupiah). (2) Setiap 

pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang 
dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau 

memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada 

pemilih secara langsung ataupun tidak langsung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat ) tahun dan 

denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat puluh 
delapan juta rupiah) (3) Setiap orang yang dengan sengaja 

pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan 

uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak 

menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu 
tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00( 

tiga puluh enam juta rupiah ). 
 

Kemudian larangan politik uang juga terdapat 

dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan 

KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan 

Umum. Selanjutnya apabila terdapat unsur yang 

merugikan keuangan negara maka Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi) juga dapat 

diterapkan.93 Diatur pula dalam Perbawaslu Nomor 8 

Tahun 2018 dalam Pasal 20 huruf b mengenai Pelangaran 

Money Politik yang termasuk dalam kategori Terstruktur, 

Sistematis, Masif. Peraturan tersebut berbunyi “obyek 

pelangaran administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif 

adalah perbuatan/tindakan untuk menjadikan dan/atau 

                                                             
93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 
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memberikan uang atau materi lainnya untuk 

mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilu 

secara terstruktur,sistematis, massif”.94  

Meskipun sudah ada peraturan perundang-

undangan namun praktik politik uang dalam pemilu masih 

terjadi. Artinya penegakan hukum terhadap tindak pidana 

politik uang masih belum berjalan dengan baik. Sudah 

secara jelas undang-undang mengatur larangan perbuatan 

money politic termasuk kategori tindak pidana dan secara 

jelas pula terdapat sanksi-sanksi bagi pelakunya. Hal 

tersebut tentunya dilakukan karena menurut beberapa 

orang uang adalah salah satu faktor yang sangat 

mendukung dan menjanjikan untuk dapat mempengaruhi 

pemilih. Perlu diketahui berbagai macam bentuk money 

politik dalam pemilihan umum legislatif adalah sebagai 

berikut:95 

a. Berbentuk Uang  

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat 

religius, uang memang diakui sebagai senjata politik 

ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan 

kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan 

saudara kembar kekuasaan.  

Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk 

mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk 

                                                             
94 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 
95 Ahmad Khoirul Umam, Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia 

(Semarang: Rasail, 2006), 24. 
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mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah 

kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang 

leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan 

pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai 

sarana, termasuk uang.96 Dalam pemilihan, uang sangat 

berperan penting, modus money politic yang terjadi dan 

sering dilakukan, antara lain:  

1) Sarana kampanye caranya dengan meminta 

dukungan dari masyarakat melalui penyebaran 

brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun,  

2) Para pendukung diberi pengganti uang transport 

dengan harga yang beragam. 

3) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan 

money politic misalnya: distribusi sumbangan, 

baik berupa barang atau uang kepada para kader 

partai, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan 

langsung (sembako politik). Yakni dapat berupa 

pemberian dari calon tertentu untuk komunitas 

atau kelompok tertentu97. Pendekatan 

distribusinya beragam misal seperti menghadiri 

jalan sehat, pembagian doorprize, dan hadiah 

lainnya.   

b. Berbentuk Fasilitas Umum  

                                                             
96 Heru Nugroho, Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa 

(Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), 95. 
97 L. Sumartini, Money Politics dalam Pemilu, (Jakarta: Badan 

Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia), 
148-149. 
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Politik pencitraan dan tebar pesona lazim 

dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati 

masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja 

menguntungkan rakyat secara personal, namun 

fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. 

Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “sedekah 

jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-

calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang 

berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Modus 

ini sudah seharusnya diketahui masyarakat karena 

bukanlah merupakan hal yang baru dilakukan oleh 

para politisi. 

Instrumen atau cara yang dijadikan alat untuk 

menarik simpati masyarakat dengan menyediakan 

semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan 

sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, 

yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, 

lorong-lorong kecil (gang-gang), dan sebagainya.98 

Pembangunan tersebut tentunya dimaksudkan dengan 

hal lain. Modus pembangunan fasilitas umum juga 

dirasa efektif karena berbentuk nyata. 

c. Berbentuk Sembako  

Money politic yang dilakukan tidak hanya uang 

semata akan tetapi juga dalam bentuk barang, money 

politic berbentuk sembako juga marak dilakukan oleh 

calon anggota legislatif salah satunya adalah aksi bagi-

                                                             
98 Ahmad Khoirul Umam, Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia, 24. 
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bagi beras kepada warga masyarakat yang dilakukan 

baik pada masa kampanye maupun di serangan fajar.99 

Serangan Fajar dapat dipahami sebagai istilah yang 

digunakan menyebut bentuk money politic dalam 

rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau 

beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal 

menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan 

fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat 

menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang 

pelaksanaan pemilihan umum. 

B. Sanksi Hukum Tindak Pidana Money Politik 

Dalam asas-asas hukum pidana suatu perbuatan 

baru dapat disebut sebagai tindak pidana apabila 

memenuhi beberapa unsur. Dimana salah satunya adalah 

unsur “melawan hukum”, khususnya untuk hukum pidana 

yang berlaku di Indonesia. Perbuatan melawan hukum 

tersebut harus meliputi melawan hukum baik yang bersifat 

formil maupun meteril. Mengenai pengertian suatu 

perbuatan mengandung sifat melawan hukum adalah 

bahwa tindakan manusia yang dapat bersifat aktif 

(berbuat) ataupun pasif (tidak berbuat/berdiam diri) itu 

dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.  

Dalam undang-undang terdapat aturan yang 

melarang seseorang untuk melakukan sesuatu, dan 

                                                             
99 Eka Januar, “Dinamika Money Politics Pada Pemilukada Aceh 

2017,” AL- Ijtima’I International Journal of Government and Social Science, vol. 
4, no.1, (Oktober, 2018); 52.  
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terdapat pula keharusan ataupun kwajiban bahwa 

seseorang harus melakukan sesuatu.100 Menurut 

Sholehuddin, Penegakan hukum pidana yang ditegakkan 

adalah berdasarkan tujuan pemidanaan yaitu: 

a. Memberikan efek penjeraan dan penangkalan. 

Penjeraan berarti menjauhkan terpidana dengan 

kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, 

sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan 

berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan 

memberikan efek menakutkan bagi penjahat-penjahat 

potensial dalam masyarakat. 

b. Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan 

menganggap pemidaan sebagai jalan untuk mencaai 

reformasi atau rehabilitasi pada terpidana. Ciri khas dari 

pandangan tersebut adalah pemidanaan meruakan 

proses pengobatan sosial dan moral bagi seseorang 

terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat 

secara wajar. 

c. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau 

merupakan proses reformasi. Karena itu masuk kedalam 

proses pemidanaan, si teridana dibantu untuk menyadari 

dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya. 
101 

                                                             
100 I. Sriyanto, “Praktik Politik Uang dalam Persektif Hukum Pidana” 

Lex Jurnalica, vol .1, no.1, (Desember 2003).  
101 Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar 

Double Track System dan Imlementasinya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2003), 45. 
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Dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu 

juga dibatasi oleh waktu, mulai dari proses laporan dan 

temuan di Bawaslu, tahap penyelidikan, tahap penyidikan, 

tahap penuntutan, sampai pada tahap pemerikasaan, 

mengadili dan memutuskan di pengadilan yang diatur 

dalam Undang-Undang Pemilu. Pintu masuk penanganan 

tindak pidana pemilu berasal dari dua jalur yakni laporan 

dan temuan. Laporan yang berasal dari penyampaian 

secara langsung oleh WNI hak pilih, peserta pemilu dan 

pemantau pemilu sedangkan temuan ialah yang berasal 

dari pengawasan aktif oleh pengawas pemilu mauun 

pemberi informasi awal yang dilanjutkan dengan 

investigasi atau penelusuran. Laporan mengenai 

pelanggaran harus memenuhi syarat formil  yaitu tidak 

melebihi 7 hari, kesesuaian tanda tangan, identitas pelapor 

serta syarat materiil yaitu mengenai rangkaian peristiwa, 

saksi, alat bukti/barang bukti dan lain-lain. 

Ditahap Bawaslu dalam memproses perkara tindak 

pidana pemilu harus meneruskan laporan dan temuannya 

kepada Kepolisan Negara Republik Indonesia dalam 

waktu satu hari. Hal ini di atur dalam Pasal 476 Ayat (1) 

yang menentukan: Laporan dugaan tindak pidana Pemilu 

diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 

(satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan 
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menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga 

merupakan tindak pidana Pemilu.  

Ditahap Penyelidikan, Penyelidik harus 

menemukan bukti permulaan yang cukup dalam waktu 

satu hari. Hal ini diatur dalam Pasal 479 yang menyatakan: 

“Penyelidik dalam melakukan Penyelidikan menemukan 

bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana 

Pemilu, hasil Penyelidikannya disertai berkas perkara 

disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali 

dua puluh empat) jam”. Ditahap Penyidik, Polisi harus 

menyampaikan penyidikannya paling lama 14 (empat 

belas) hari di sertai berkas perkara kepada Penuntut 

Umum, hal ini di atur dalam Pasal 480 Ayat (1), 

dilanjutkan dalam rumusan Ayat (2) menentukan: “jika 

hasil penyidikan belum lengkap. Kemudian Penuntut 

Umum harus mengembalikan berkas perkara kepada 

Kepolisian paling lambat tiga hari”, kemudian di ayat (3) 

diatur dalam waktu tiga hari setelah berkas dikembalikan, 

penyidik Kepolisian harus menyampaikan kembali 

kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum.  

Sedangkan jangka waktu yang diberikan kepada 

Penuntut Umum untuk melimpahkan berkas ke Pengadilan 

Negeri paling lama lima hari berdasarkan Pasal 480 Ayat 

4. Dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara tindak pidana pemilu di pengadilan negeri juga 

dibatasi waktu berdasarkan Pasal 482 Ayat (1) yang 

menentukan: “Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, 
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dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 

(tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat 

dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa”. Berbeda 

dengan perkara pada umumnya, tindak pidana Pemilu 

hanya sampai pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi. 

Sesuai dengan Pasal 482 Ayat (5) yang mengatakan 

bahwa: “putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan 

terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya 

hukum lain”. 

Ancaman sanksi pidana mengenai money politik 

dapat dijatuhi hukuman dengan pidana sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Pemilu Nomor tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. Sebagaimana diatur Pasal 523 ayat (3) 

dapat dipenjara maksimal 3 tahun dan denda 36 juta. 

“Setiap orang yang dengan sensaja pada hari pemungutan 

suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi 

lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak 

pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 

denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam 

juta rupiah)”. Selain itu, tindak pidana pemilu dalam 

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang 

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu 

menjelaskan bahwa: “tindak pidana pemilu adalah tindak 

pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan 
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tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-

undang tentang pemilahan umum”.102 

C. Kasus Tindak Pidana yang Terjadi dalam 

Pemilihan Umum Tahun 2019 dan 

Penyelesaiannya 

Tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan 

Perbawaslu 7 Tahun 2018 Tentang Penangangan Temuan 

dan Laporan Pelanggaran Pemilu adalah  melalui Temuan 

oleh Pengawas Pemilu serta laporan langsung yang 

disampaikan oleh masyarakat. Perbedaan antara laporan 

dan temuan adala terletak pada orang yang memberikan 

informasi pelanggaran tersebut. Pelapor adalah orang yang 

berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran pemilu. 

Sesuai dengan Perbawaslu No 8 tahun 2018 tentang 

Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum 

menyebutkan bahwa pelapor yaitu:  

a) Warga Negara Indonesia yamg memiliki hak pilih 

b) Peserta Pemilu 

c) Pemantau Pemilu 

Sedangkan Temuan adalah dugaan pelanggaran 

yang ditemukan oleh panitia pengawas pemilihan umum 

yang berwenang. Temuan dalam erbawaslu No 8 Tahun 

2019 Pasal 24 ayat 5 harus disamaikan dengan 

                                                             
102 Bawaslu Kota Semarang, “Laporan Penindakan Pelanggaran 

Bawaslu Kota Semarang Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019” 
(Semarang: Bawaslu Kota Semarang, 2020), 60. 
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menggunakan formuli ADM-1 untuk diselesaikan melalui 

pemeriksaan secara terbuka yang memuat:  

a) Identitas Pengawas Pemilu yang menemukan 

b) Identitas terlaor 

c) Waktu dan tempat peristiwa 

d) Bukti dan Saksi 

e) Uraian Peristiwa dan 

f) Hal yang diminta untuk diputuskan 

Dugaan atas tindak pidana pemilu yang telah memenuhi 

syarat formil dan materiil dalam kurun waktu paling lama 

1x24 jam pengawas pemilihan meneruskan kepada Sentra 

Gakkumdu.103  

Proses penangangan tindak pidana pemilu sudah 

diatur secara jelas dalam ketentuan Perbawaslu No 31 

Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu. Sentra 

Gakkumdu merupakan wadah 3 lembaga institusi 

(Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu) untuk menangani 

tindak pidana pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu 

ditangani sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum 

Terpadu) yaitu pengawas pemilu. Kemudian diproses oleh 

kepolisian, dan dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. 

Hakim yang akan mengadili dan menghukum para 

tersangka sesuai dengan ketentuan hukum pidana pemilu, 

yaitu berupa sanksi hukuman penjara atau denda. 

                                                             
103 Perbawaslu 7 Tahun 2018 
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Bahwa terkait dengan peristiwa dugaan tindak 

pidana pemilu selama penyelenggaraan pemilu tahun 2019 

di Kota Semarang yang bersumber dari Laporan 

masyarakat, Bawaslu Kota Semarang dan jajarannya sudah 

melakukan upaya maksimal dalam proses pengawasan 

dilapangan. Beberapa kasus tindak pidana yang berupa 

Laporan yang terjadi saat Pemilu tahun 2019 adalah 

dengan data sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Tabel Laporan Masyarakat Tentang Kasus Tindak Pidana 

Pemilu 2019 

Sumber Arsip Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang Pada 

Penyelesaian Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 

a. Kasus dengan nomor register 

06/LP/PL/KOT/14.01/IX/2018 merupakan kasus 

laporan tindak pidana pemilu kepada Bawaslu Kota 

Semarang dengan tindak lanjut dihentikan pada 

pembahasan Sentra Gakkumdu I. 

b. Kasus dengan nomor register 

10/LP/PP/KOT/14.01//2019 merupakan kasus laporan 

No Kabupaten/Kota Kecamatan 

Total laporan 

dugaan tindak 

pidana 

Diterima 

Tindak 

ditingkatkan 

ke Penyidikan 

Ditingkatkan 

ke Penyidikan 

Pileg PilPres Pileg PilPres Pileg PilPres 

1 Kota Semarang - 3 2 3 2 - - 

 Total 3 2 3 2 - - 
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tindak pidana pemilu kepada Bawaslu Kota Semarang 

dengan tindak lanjut dihentikan pada pembahasan 

Sentra Gakkumdu II. 

c.  Kasus dengan nomor register 

11/LP/PP/KOT/14.01/11/2019 merupakan kasus 

laporan tindak pidana pemilu kepada Bawaslu Kota 

Semarang dengan tindak lanjut dihentikan pada 

pembahasan Sentra Gakkumdu 1. 

d. Kasus dengan nomor register 

15/LP/PL/KOT/14.01/IV/2019 merupakan kasus 

laporan tindak pidana pemilu kepada Bawaslu Kota 

Semarang dengan tindak lanjut dihentikan pada 

pembahasan Sentra Gakkumdu II. 

e. Kasus dengan nomor register 

17/LP/PL/KOT/14.01/V/2018 merupakan kasus 

laporan tindak pidana pemilu kepada Bawaslu Kota 

Semarang dengan tindak lanjut dihentikan pada 

pembahasan Sentra Gakkumdu 1.104 

Ada sejumlah 5 (lima) kasus yang berasal dari 

laporan yang berdimensi tindak pidana pemilu di Kota 

Semarang. Kelima kasus tersebut sudah ditangani sesuai 

ketentuan berlaku, dan sudah diputus sesuai ketentuan 

yang berlaku. Penanganan tindak pidana pemilu 

penanganan pelanggaran ini ditindak oleh Sentra 

Gakkumdu Kota Semarang. Hasilnya adalah tidak bisa 

                                                             
104 Bawaslu Kota Semarang, “Laporan Penindakan Pelanggaran 

Bawaslu Kota Semarang Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019” 
(Semarang: Bawaslu Kota Semarang, 2020), 65.  
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ditingkatkan kepada pembahasan pertama dikarenakan 

dalam tahapan rapat pleno tindak lanjut temuan dugaan 

pelanggaran pemilu sudah bisa diselesaikan atau potensi 

pelanggaran pidana pemilu tersebut. Kemudian 

berdasarkan kajian internal Bawaslu bukan merupakan 

tindak pidana pemilu sehingga diputus dalam rapat pleno 

untuk diberhentikan dan tidak di tingkatkan ke 

pembahasan pertama dalam sentra gakkumdu Pemilu.  

Kemudian selain berupa kasus laporan, terkait 

dengan peristiwa dugaan tindak pidana pemilu selama 

penyeleggaraan pemilu tahun 2019 di Kota Semarang yang 

bersumber dari Temuan oleh Pengawas Pemilu, Bawaslu 

Kota Semarang dan jajarannya telah melakukan upaya 

maksimal dalam proses pengawasan dilapangan dengan 

data sebagai berikut:  

Tabel 3.2 

No Kabupaten/Kota Kecamatan 

Total laporan 

dugaan tindak 

pidana 

Diterima 

Tindak 

ditingkatkan 

ke Penyidikan 

Ditingkatkan 

ke Penyidikan 

Pileg PilPres Pileg PilPres Pileg PilPres 

1 Kota Semarang - 2 - - - - - 

2 Kota Semarang Gajahmungkur 1 - - - - - 

3 Kota Semarang Semarang 

Timur 

1 - - - - - 
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Tabel Temuan Masyarakat Tentang Kasus Tindak Pidana 

Pemilu 2019 

Sumber Arsip Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang Pada 

Penyelesaian Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 

a. Kasus dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 

register 02/TM/PL/Kota/14.01/X/2018 merupakan kasus 

temuan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu Kota 

Semarang dengan tindak lanjut penghentian kasus dalam 

pembahasan Sentra Gakkumdu I. 

b. Kasus dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 

register 219/TM/PL/Cam. Semtim/14.01/XII/2018 

merupakan kasus temuan tindak pidana Pemilu oleh 

Panwaslu Kecamatan Semarang Timur dengan tindak 

lanjut penghentian kasus dalam pembahasan Sentra 

Gakkumdu II. 

c. Kasus dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 

register 02/TM/PL/Cam. Semtim/14.01/XII/2018 

merupakan kasus temuan tindak pidana Pemilu oleh 

Bawaslu Kota Semarang dengan tindak lanjut penghentian 

kasus dalam pembahasan Sentra Gakkumdu I. 

d. Kasus dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 

register 01/TM/PL/Cam. Tugu/14.01/XII/2018 merupakan 

kasus temuan tindak pidana Pemilu oleh Panwaslu 

4 Kota Semarang Tugu - 1 - - - - 

 Total 4 1 - - - - 
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Kecamatan Tugu dengan tindak lanjut penghentian kasus 

dalam pembahasan Sentra Gakkumdu II. 

e. Kasus dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 

register 09/TM/PL/Kota/14.01/11/2019 merupakan kasus 

temuan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu Kota 

Semarang dengan tindak lanjut penghentian kasus dalam 

pembahasan Sentra Gakkumdu II.105 

Ada sejumlah 5 (lima) kasus tindak pidana pemilu 

di Kota Semarang yang berbasis pada temuan oleh 

pangawas pemilu (Bawaslu Kota Semarang) bersama 

jajarannya. Temuan kasus tindak pidana pemilu tersebut 

sudah diputus sesuai ketentuan berlaku dan sudah 

mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Berkaitan 

dengan kasus-kasus dugaan pidana pemilu yang sudah 

ditanganioleh Bawaslu Kota Semarang, sebanyak 5 (lima) 

kasus tidak bisa ditingkatkan kepada pembahasan pertama 

dikarenakan dalam tahapan rapat pleno tindaklanjut 

temuan dugaan pelanggaran pemilu sudah bisa 

diselesaikan. Potensi pelanggaran pidana pemilu tersebut 

berdasarkan kajian internal Bawaslu bukan merupakan 

tindak pidana pemilu sehingga diputus dalam rapat pleno 

untuk dihentikan dan tidak ditingkatkan ke pembahasan 

pertama dalam sentra gakkumdu Pemilu.  

Bahwa kasus tindak pidana pemilu yang berhenti 

pada pembahasan pertama dan sebelumnya. Dalam 

                                                             
105 Ibid., 70. 
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pembahasan pertama memang harus memenuhi unsur 

formil dan materiil. Oleh karena, entry poin bahwa kasus 

tersebut berasal dari temuan maka berdasarkan ketentuan 

berlaku dilakukan investigasi dan pelengkapan pemenuhan 

syarat formil dan materiil. Dalam ini melakukan 

koordinasi dengan anggota Gakkumdu lainnya.106 

Menurut Retna Susanti prosedur penyelesaian 

penegakan hukum yang terkait dengan pelanggaran tindak 

pidana pemilu khusunya tindak pidana poitik uang 

memiliki kesamaan dengan proses penyelesaian tindak 

pidana lainnya, “Integrated Justice System”. Penanganan 

pidana pemilu telah diatur dalam Peraturan Bawaslu RI 

Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan 

Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan 

Bersama Bawaslu RI, Kepala Kepolisian RI, dan 

Kejaksaan RI Tentang Sentra Penegakkan Hukum 

Terpadu yaitu, Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 tahun 

2020, dan Nomor 14 Tahun 2020. 

a. Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Tingkat 

Pengawas Pemilu :  Laporan dugaan pelanggaran 

pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu 

Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 

Panwascam, paling lama 7 hari sejak 90 diketahui 

adanya pelanggaran. Apabila laporan tersebut 

memenuhi syarat formil maupun materiil, oleh  

                                                             
106 Ibid,. 
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sebab itu sebelum laporan diteruskan ke pihak 

kepolisian pengawas pemilu diberi wewenang 

untuk mengkaji dan mencari bukti-bukti laporan 

diregistrasi untuk ditindaklanjuti dengan proses 

penanganan di tingkat Gakkumdu dengan format 

pelaporan yang harus sesuai dengan format yang 

sudah ditentukan dalam perbawaslu, sedangkan 

laporan yang tidak ditangani dan ditindaklanjuti 

pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi, dan 

diberitahukan kepada pelapor.  

b. Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Tingkat 

Penyidik:  Kepolisian bertugas menyelenggarakan 

penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan 

penyidikan tindak pidana pemilu, dan membantu 

serta mendampingi pengawas pemilu sejak 

menerima laporan /temuan dugaan tindak pidana 

pemilu.  

Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu 

diteruskan kepada kepolisian paling lama 1x24 

jam sejak diputuskan dalam rapat pleno 

berdasarkan kajian pengawas pemilu, dan 

penelurusan dilakukan paling lama 14 hari. 

Kepolisian wajib melengkapi hasil penyelidikkan 

dan berkas perkara paling lama 3 hari sejak 

tanggal penerimaan berkas dari penuntut umum.  

c. Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Tingkat 

Penuntut Umum: Penuntut umum adalah jaksa 

yang diberi wewenang oleh undang – undang 
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untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 

penetapan hakim.   

Penututan merupakan tindakan penuntut 

umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan 

negeri untuk diperiksa dan diputus dalam sidang 

pengadilan. Setelah menerima berkas perkara 

penuntut umum memiliki waktu 5 hari untuk 

membuat berkas penuntutan, surat dakwaan, dan 

alat-alat bukti, dan hasil berbaikan dari penyidik. 

d. Pemeriksaan Tindak Pidana Pemilu di Pengadilan 

Negeri: Pengadilan Negeri merupakan salah satu 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di 

lingkungan peradilan yang berada di lingkungan 

peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota 

kabupaten/kota, dan merupakan peradilan tingkat 

pertama. 

Tugasnya adalah memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan, perkara pidana dan perdata di 

tingkat pertama. Dalam hal penanganan tindak 

pidana pemilu dilakukan secara khusus, yaitu 

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, 

dan memutus perkara tindak pidana pemilu 

menggunakan KUHP, kecuali ditentukan lain 

dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 

2017 Pasal 1 angka 6 huruf b Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana 2017.  

Hal tersebut sesuai dengan asas “lex 

specialist derogate lex generali”yaitu ketentuan 
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yang bersifat khusus didahulukan dari ketentuan 

yang bersifat umum. Tenggat waktu yang 

diberikan kepada Pengadilan Negeri yang 

dilakukan oleh majelis khusus untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara tindak pidana 

pemilu paling lama 7 (tujuh) hari, setelah 

pelimpahan berkas, dan harus dinyatakan terbuka 

untuk umum. Putusan dari pengadilan negeri 

sudah harus disampaikan kepada penuntut umum 

maksimal 3 hari setelah putusan dibacakan.  

e. Upaya Hukum Banding Putusan Pengadilan 

Negeri dapat diajukan banding ke Pengadilan 

Tinggi yang merupakan pemeriksaan yang bersifat 

judex factie dan terakhir. Pengajuan banding 

diajukan maksimal 3(tiga) hari setelah putusan 

dijalankan.Pengadilan Tinggi memeriksa dan 

memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) 

hari, setelah permohonan banding diterima, dan 

putusan banding ini merupakan putusan terakhir 

dan mengikat, serta tidak bisa dilakukan upaya 

hukum lain.107 

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan 

suatu mekanisme bekerjanya para penegak hukum. 

Dimulai dari penyidikan dikepolisian, penuntutan oleh 

kejaksaan, persidangan dan putusan di pengadilan serta 

                                                             
107 Retna Susanti, “Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu Dalam 

Perspektif Yuridis Sosiologis” Tesis Pascasarjana Universitas Islam Indonesia 
(Yogyakarta, 2021), 105. 
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pelaksanaan keputusan pengadilan serta pelaksanaan 

keputusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan. 

Sehingga dalam sistem peradilan pidana terjadi kerjasama 

yang saling berkaitan antara penegak hukum yang satu 

dengan penegak hukum yang satu dengan penegak hukum 

lainnya yang disebut istilah Sistem Peradilan Pidana 

Terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Selain 

itu keterpaduan tersebut mempunyai fungsi untuk 

mencegah kejahatan, menindak pelaku tindak pidana 

dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak 

pidana. Pencegagan dan penindakan putusan pengadilan 

untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhada 

orang yang ditahan; disposisi yang sesuai terhadap 

seseorang yang dinyatakan bersalah; lembaha koreksi oleh 

alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap 

perilaku mereka yang tekah melanggar hukum pidana. 108 

 

 

                                                             
108 Robert D. Pursley, Introduction to Criminal Justice, (New York: 

McMillan Publishing Co. Inc, 1977), 7.  
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BAB IV 

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM MONEY POLITIC 

DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG- 

UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG 

PEMILU 

 

A. Praktik Money Politic di Kota Semarang Dalam 

Pemilu Tahun 2019  

Sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Pertama 

Sentra Gakkumdu Kota Semarang, tanggal 3 Mei 2019 

terhadap laporan nomor 15/LP/PL/KOT/14.01/IV/2019 

yang mengenai Dugaan Pelanggaran Money Politik 

dilaporkan pada tanggal 23 April 2019 oleh Pelapor Edy 

Suriyono bahwa kasus ini dihentikan proses 

penanganannya pada Sentra Gakkumdu dengan kronologi 

sebagai berikut:  

a. Perkara  : Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu 

b. Uraian  :  

Bahwa pada Selasa, 23 April 2019 pukul 08.30 

WIB pelapor berbicara bersama di tempat Bapak Jamuri, 

kemudian bapak jamuri cerita, beliau pada hari selasa 

tanggal 16 April diberi uang sebesar lima puluh ribu 

dengan syarat pada saat hari pencoblosan harus mencoblos 

calon legislatif (caleg) nomor 2 atas nama R.Yuwanto 

(PDIP Kota Semarang), kemudian Bapak Jumani 

menunjukkan uang dan kartu nama R. Yuwanto, bapak 

Jamuri tidak berani merubah-ubah uang tersebut, 
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kemudian Pak Jamuri cerita bahwa ada beberapa warga 

yang juga diberi uang oleh R.Yuwanto. Kemudian Pelapor 

meminta Barang Bukti serta identitas mereka untuk bahan 

laporan. 

Bahwa berdasarkan uraian kasus diatas, dikaitkan 

dengan pasal 278 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan bahwa "Masa 

Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari 

pemungutan suara" serta "selama masa tenang pelaksana, 

peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan 

imbalan kepada pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak 

pilihnya, b. memilih pasangan calon, c. memilih partai 

politik peserta pemilu tertentu, d. memilih calon DPR, 

DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota tertentu dan/atau 

e.memilih calon anggota DPD tertentu". 

Kemudian disangkakan bahwa sanksi yang 

melanggar pasal diatas sesuai dengan ketentuan pasal 523 

ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu bahwa "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim 

kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang 

menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi 

lainya kepada pemilih secara langsung maupun tidak 

langsung dipidana dengan pidan penjara paling lama 4 

(empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 

(empat puluh delapan juta rupiah". 

Peristiwa tersebut dikaitkan dengan Pasal 282 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 
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dijelaskan bahwa "Pejabat negara, pejabat struktural, dan 

pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil 

negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang 

mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu 

sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye". Dan 

dalam Pasal 283 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu dijelaskan bahwa "Pejabat negara, 

pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan 

negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang 

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 

keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama 

dan sesudah masa kampanye".  

Kemudian terkait kasus tersebut tentunya terdapat 

sanksi, terhadap pelanggaran Pasal diatas sesuai dengan 

pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu dijelaskan bahwa "Setiap Pejabat negara, yang 

dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan 

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 

peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 36.000.000.00 (Tiga puluh enam juta rupiah)". 

Kemudian  dugaan tindakan politik uang yang 

diuraiakan diatas dilaksanakan pada hari selasa, 16 april 

2019 yang merupakan hari tenang pada tahapan 

penyelenggaraan pemilu tahun 2019, bahwa dengan 

demikian dugaan kasus tersebut diduga melanggar 

ketentuan Pasal 278 ayat (1) dan (2) juncto pasal 523 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 
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c. Tanggapan/Pendapat : 

- Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang 

Badan Pengawas Pemilu meyampaikan bahwa telah 

dilakukan pembahasan pertama terkait tindak lanjut kasus. 

Kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor (Edy 

Sriyono), Saksi 1(Jamuri), Saksi 2 (Sri Wahyuningsih), 

dan Sumadi Bahwa batas waktu laporan yaitu 7 hari 

setelah diketahui adanya pelanggaran, sehingga kasus ini 

kadaluwarsa. Kemudian disampaikan pula bahwa terlapor 

bukan termasuk pelaksana maupun tim kampanye. 

Sehingga tidak memenuhi peraturan yang disebutkan 

dalam ketentuan peraturan perundang undangan. Saudara 

saksi Joko Purnomo beritikad baik bersedia hadir 

klarifikasi hari sabtu 4 Mei 2019 pukul 11.00 WIB pada 

hari rapat pleno ke 2 terkait dengan kasus. Karena tidak 

memenuhi syarat formil dan materil, kasus tidak bisa 

dilanjutkan ke Kepolisian. Klarifikasi tetap di lanjutkan 

untuk memenuhi administrasi. 

- Porlestabes Semarang 

Menurut Porlestabes Semarang terkait dengan kasus ini 

bahwa unsur formil materiil belum terpenuhi. Kasus juga 

kadaluarsa karena laporan lebih dari 1 minggu setelah 

kejadian. 

- Kejaksaan Negeri Kota Semarang  

Kejaksaan Negeri Semarang sependapat dengan 

polrestabes. Kejaksaan menyampaikan juga bahwa unsur 
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formil dan materiil tidak terpenuhi karena kasus 

kadaluarsa dan faktor subyek tidak terpenuhi sesuai aturan 

yang berlaku.  

d. Kesimpulan : Laporan Pelanggaran Nomor 

15/LP/PL/KOT/14.01/IV/2019, pelapor atas nama Edy 

Sriyono dengan terlapor R.Yuwanto (Caleg Kota 

Semarang) Berdasarkan hasil tersebut bahwa kasus 

tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana 

pemilu. 

e. Rekomendasi : Laporan Pelanggaran Nomor 

15/LP/PL/KOT/14.01/IV/2019, pelapor atas nama Edy 

Sriyono dengan terlapor R.Yuwanto (Caleg Kota 

Semarang), Dihentikan dalam proses penanganan 

pelanggaran tindak pidana pemilu.  

1. Penyelesaian Kasus  

Penegakkan hukum adalah proses atau cara 

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya 

norma hukum secara nyata. Sebagaimana penegakkan 

hukum bertujuan untuk melaksanakan peraturan hukum 

normatif atau pearturan hukum yang sifatnya tertulis, yang 

konkretnya adalah peraturan perundang-undangan dalam 

alam nyata. Penegakkan hukum bertujuan untuk 

terwujudnya kesesuaian antara yang diatur dengan apa 

yang terjadi dalam kenyataan. Hal tersebut dapat terjadi 

apabila hukum yang dijadikan sebagai dasar berperilaku, 

memang bersumber dari kondisi obyektif yang terjadi di 

masyarakat.  
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Sehingga tujuan hukum secara filosofis yaitu 

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara konprehensif 

dapat terwujud. Disatukan dengan kesadaran dari penegak 

hukum yang merupakan pelaku langsung dalam 

mewujudkan hal tersebut. Dalam bahasa idealnya adalah 

kesesuaian antara das sein dan das sollen. 109 Mengenai 

penyelesaian kasus tindak pidana money politik, sesuai 

dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 

tentang Sentra Gakkumdu Pemilu. Sudah diketahui Sentra 

Gakkumdu merupakan wadah 3 lembaga institusi 

(Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu) untuk menangani 

tindak pidana pemilu.  

Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang 

selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas 

penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas 

unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan 

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, 

dan/atau Kejaksaan Negeri. 110 

Proses pembentukan keanggotaan Sentra 

Gakkumdu Pemilu berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku harus dibentuk dan ditetakan 

dengan keputusan Ketua Bawaslu. Keputusan tersebut 

                                                             
109 Samsul Wahidin, Politik Penegakkan Hukum Di Indonesia, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 36-37. 
110 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 
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diputuskan setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan 

Jaksa Agung atau Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan 

tingkatan. Tugas inti Sentra Gakkumdu adalah untuk 

menyamakan persepsi penanganan pelanggaran tindak 

pidana pemilu, menyamakan penerapan hukum acara 

tindak pidana pemilu, menyamakan materiil tindak pidana 

pemilu, menyangkakan penegakan hukum tindak pidana 

pemilu. Prinsip sentra gakkumdu dibingkai dalam 

kebersamaan dan mufakat kolektif kolegial terhadap 

tindak pidana pemilu, tidak mengenal suara terbanyak 

maupun ego sentris lembaga. 

Struktur Sentra Gakkumdu Pemilu di Bawaslu 

Kota Semarang sesuai dengan ketentuan berlaku sudah 

dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kota 

Semarang. Kemudian berdasarkan hasil koordinasi kepada 

Polrestabes Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang, 

Struktur ini dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan 

Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 18 Tentang 

Sentra Penegaka Hukum Terpadu. Terkait dengan personil 

yang sudah ditetapkan dalam kenaggotaan Sentra 

Gakkumdu Kota Semarang sudah melalui koordinasi 

antara ketiga institusi. Personil yang mewakili unsur 

Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan diutus dari masing-

masing kelembagaan untuk memenuhu struktur organisasi 

Sentra Galkumdu Pemilu, dengan struktur keanggotaan 

sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Bawaslu 

Kota Semarang Nomor 
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002/BawasluProv.JT/Hk/01/01/2019 tertanggal 1 Februari 

2019 dengan rincian sebagai berikut :111  

Tabel 3.3 

Tabel Struktur Gakkumdu  

No Nama Jabatan 

Kedudukan 

Dalam Ti m 

1 Muhammad 

Amin, S.AP 

Ketua Bawaslu 

Semarang 
Penasehat 

2 Dwi Samuji,S.H, 

M.Hum 

Kepala Kejaksaan 

Negeri Kota 

Semarang 

Penasehat 

3 Abioso Seno Aji, 

S.I,K  

Kapolrestabes 

Semarang 
Penasehat 

4 Nining Susanti 

S.Sos. i 

Anggota Bawalu 

Kota Semarang 
Pembina 

5 Bambang Rudi 

Hartoko, S.H.  

Kasi Pidum Kejari 

Kota Semarang 
Pembina 

6 Fahmi Afrianto 

S.H., S.I.K, M.H. 

M.Si 

Kasatreskrim 

Polrestabes 

Semarang 

Pembina 

7 Naya Amin Zaini, 

S.H., M.H. 

Anggota Bawaslu 

Kota Semarang 
Koordinator 

                                                             
111 Bawaslu Kota Semarang, “Laporan Penindakan Pelanggaran 

Bawaslu Kota Semarang Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019” 
(Semarang: Bawaslu Kota Semarang, 2020), 68. 
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8 Rilke Djenri Palar, 

S.H. 

Jaksa Fungsional 

Kejari Kota 

Semarang 

Koordinator 

9 Sugeng Suprijanto 

S.pd., M.H 

Wasakat Reskrim 

Polrestabes 

Semarang 

Koordinator 

10 Arief Rahman 

S.H., M.H 

Anggota Bawaslu 

Kota Semarang 
Anggota 

11 Oky Piyoto 

Leksono S.H., 

M.H 

Anggota Bawaslu 

Kota Semarang Anggota 

12 Chandra Isnawan, 

S,H. 

Staff Bawaslu 

Kota Semarang 
Anggota 

13 Lukman Edy 

Anggara , S.H 

Jaksa Fungsional 

Kejari Kota 

Semarang 

Anggota 

14 Supinto Priyono 

S.H 

Jaksa Fungsional 

Kejari Kota 

Semarang 

Anggota 

15 Prihartono, S.H. Jaksa Fungsional 

Kejari Kota 

Semarang 

Anggota 

16 Jumani,S.H. Kanit Idik I 

Satreskrim 

Polrestabes 

Semarang 

Anggota 
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17 Esti 

Handayani,S.H. 

KBO Satreskrim 

Polrestabes 

Semarang 

Anggota 

18 Edy Purwanto 

S.H. 

Kasubnit Idik IV 

Polrestabes 

Semarang 

Anggota 

 

Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas 

penegakan tindak pidana pemilu, berdasarkan ketentuan 

operasional yang terdapat dalam Pasal 3 Perbawaslu 

Nomor 31 Tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu. 

Sentra Gakkumdu Pusat yang berkedudukan di Bawaslu 

Pusat, Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu 

Kab/Kota yang berkedudukan di Bawaslu Kab/Kota. Oleh 

karenanya dalam Sentra Gakkumdu yang dasar hukumnya 

dinaungi dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian RI, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu No 31 tahun 

2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. 

Kemudian Pola Penanganan Tindak Pidana Politik Uang 

adalah dengan alur yang tergamnbar di bagan sebagai 

berikut :  

Tabel 3.4 

Tabel Gambar Alur Pola Penanganan Tindak Pidana Politik Uang 

  

 

LAPORAN / 

TEMUAN 

PEMBAHASAN PERTAMA,  

DILANJUTKAN DENGAN 

PENANGANAN  

PEMBAHASAN 

KEDUA 

 

KAJIAN TINDAK LANJUT 

BAWASLU/PENYELIDIK 

POLRI  
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Mekanisme penyelesaian pelanggaran pidana ini 

telah diatur dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 tahun 

2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan 

Pelanggaran Pemilihan Umum  yaitu, Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Rapat Pleno, serta Nomor 31 tentang Sentra 

Penegakan Hukum Terpadu. Sentra Gakkumdu 

merupakan kompetensi absolut yang tidak bisa ditawar 

untuk menyelesaikan bersama penegakan tindak pidana 

pemilu.  

Dalam Buku Kelima Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 486 menyebutkan:  

(1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan 
tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia membentuk Gakkumdu.  

(2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota.  

(3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara 

RAPAT 

PLENO 

PENYELIDIKAN PENELITIAN 

LEBIH LANJUT 

SIDIK 

TAMBAHAN 

LENGKAP 

P21 
LIMPAH/TAHAP 2 
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Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari 

Kejaksaan Agung Republik Indonesia.  

(4) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam 

penanganan tindak pidana Pemilu.  

(5) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas 

lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di 

Gakkumdu.  

(6) Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada 

penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(7) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat 

Gakkumdu.  

(8) Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.  

(9) Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada 

anggaran Bawaslu.  

(10) Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, 

Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 

Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi 
dengan Kementerian Luar Negeri. (11) Ketentuan lebih 

lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan 

Bawaslu. 112 

 Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 

Bab V mengenai Penanganan Tindak Pidana Pemilu 

                                                             
112 Undang-Undang-Nomor 7 tahun 2017. 
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terhadap laporan nomor 15/LP/PL/KOT/14.01/IV/2019 

yang mengenai Dugaan Pelanggaran Money Politic 

dilaporkan pada tanggal 23 April 2019 oleh Pelapor Edy 

Suriyono yang merupakan kasus bentuk laporan diterima 

oleh Bawaslu yang kemudian dilakukan Pendampingan 

dengan mengisi format kelengkapan temuan atau laporan 

dugaan tindak pidana Pemilu. Dalam Pendampingan 

tersebut adalah untuk melakukan identifikasi, verifikasi, 

dan konsultasi terhadap temuan atau laporan dugaan tindak 

pidana Pemilu. Setelah laporan tersebut diterima, 

Pengawas Pemilu didampingi oleh anggota Gakkumdu 

sesuai tingkatan melakukan klarifikasi terhadap pelapor 

dan saksi yang hadir. Setelah itu Gakkumdu sesuai 

tingkatan menerbitkan surat perintah Penyelidikan setelah 

temuan atau laporan diterima Pengawas Pemilu.  

Lanjut kedalam Pembahasan Pertama, Pengawas 

Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 

1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. Untuk melakukan 

Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau 

laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. 

Dalam pembahasan pertama, adalah untuk menyimpulkan 

kasus ini memenuhi syarat formil dan syarat materiil. 

Kemudian melakukan penentuan pasal yang akan 

disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan 

dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan 

diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.  



100 
 

 

Terhadap kasus ini, Pasal yang disangkakan 

adalah dikaitkan dengan Pasal 278 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 

dijelaskan bahwa "Masa Tenang berlangsung selama 3 

(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara". Serta "selama 

masa tenang pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan 

atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: a. tidak 

menggunakan hak pilihnya, b. memilih pasangan calon, c. 

memilih partai politik peserta pemilu tertentu, d. memilih 

calon DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota tertentu 

dan/atau e.memilih calon anggota DPD tertentu". 

Kemudian juga pasal diatas sesuai dengan ketentuan pasal 

523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu bahwa "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim 

kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang 

menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi 

lainya kepada pemilih secara langsung maupun tidak 

langsung dipidana dengan pidan penjara paling lama 4 

(empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 

(empat puluh delapan juta rupiah".  

Terdapat juga penjelasan bahwa berdasarkan pasal 

282 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 

dijelaskan bahwa "Pejabat negara, pejabat struktural, dan 

pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil 

negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang 

mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu 

sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye". Bahwa 
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dalam pasal 283 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu dijelaskan bahwa "Pejabat negara, 

pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan 

negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang 

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 

keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama 

dan sesudah masa kampanye". 

Peristiwa dikaitkan bahwa sanksi terhadap 

pelanggaran pasal diatas sesuai dengan pasal 547 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan 

bahwa "Setiap Pejabat negara, yang dengan sengaja 

membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu 

dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 

36.000.000.00 (Tiga puluh enam juta rupiah)". Bahwa 

dugaan tindakan politik uang yang diuraiakan diatas 

dilaksanakan pada hari selasa, 16 april 2019 yang 

merupakan hari tenang pada tahapan penyelenggaraan 

pemilu tahun 2019, bahwa dengan demikian dugaan kasus 

tersebut diduga melanggar ketentuan pasal 278 ayat (1) 

dan (2) juncto pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian berdasarkan hasil 

pembahasan pertama dilanjutkam dengan Pengawas 

Pemilu menyusun kajian atas laporan dugaan tindak 

pidana Pemilu dalam kasus ini, tugas Penyidik dan Jaksa 

dapat mendampingi Pengawas Pemilu dalam menyusun 

kajian.  
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Kajian terhadap laporan pelanggaran Pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) paling 

lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah temuan atau laporan 

diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Waktu 

tersebut termasuk dengan keterangan tambahan, 

penyusunan keterangan tambahan dan kajian dilakukan 

paling lama 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima 

dan diregistrasi. Dalam melakukan kajian Pengawas 

Pemilu dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi, 

dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau 

klarifikasi. Semua keterangan yang di sampaikan oleh 

saksi terlebih dahulu dilakukan dengan pengambilan 

sumpah/janji yang dituangkan dalam berita acara di bawah 

sumpah yang tentunya dalam proses ini didampingi oleh 

Penyidik dan Jaksa.  

Berlanjut ke tahap selanjutnya yakni pembahasan 

kedua, Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan 

Jaksa melakukan Pembahasan kedua paling lama 14 

(empat belas) Hari sejak laporan diterima dan diregistrasi 

oleh Pengawas Pemilu. Dalam tanggapan Bawaslu 

menangani kasus laporan ini pihak Bawaslu 

menyampaikan : “Telah dilakukan pembahasan pertama 

terkait tindak lanjut kasus, Telah dilakukan klarifikasi 

terhadap Pelapor (Edy Sriyono), Saksi 1(Jamuri), Saksi 2 

(Sri Wahyuningsih), dan Sumadi Bahwa batas waktu 

laporan yaitu 7 hari setelah diketahui adanya pelanggaran, 

sehingga kasus ini kadaluwarsa. Bahwa terlapor bukan 

termasuk pelaksana maupun tim kampanye, sehingga tidak 
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memenuhi peraturan yang disebutkan dalam ketentuan 

peraturan perundang undangan. Saksi Joko Purnomo 

beritikad baik bersedia hadir klarifikasi hari sabtu 4 Mei 

2019 pukul 11.00 WIB. Bahwa pada hari ini adalah rapat 

pleno ke 2 terkait dengan kasus.  

Karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, 

kasus tidak bisa dilanjutkan ke Kepolisian. Klarifikasi 

tetap di lanjutkan untuk memenuhi administrasi.” 

Kemudian tanggapan yang dikeluarkan oleh Polrestabes 

Semarang “Unsur formil materiil belum terpenuhi, Kasus 

kadaluarsa karena laporan lebih dari 1 minggu setelah 

kejadian” dan tanggapan Kejaksaan Negeri Kota 

Semarang “Kami sependapat dengan polrestabes. Unsur 

formil dan materiil tidak terpenuhi karena kasus 

kadaluarsa dan faktor subyek tidak terpenuhi sesuai aturan 

yang berlaku.” Maka dari itu hasil kesimpulan 

pembahasan kedua kasus laporan dugaan tindak pidana 

Pemilu berdasarkan Pembahasan dinyatakan tidak terdapat 

unsur tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu, 

menghentikan penanganan temuan atau laporan. Hasilny 

adalah kasus tersebut hanya sampai dalam pembahasan 

kedua di Sentra Gakkumdu. 

Menurut Naya Amin Zaini, Koordinator Divisi 

Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang rata –

rata kasus di Kota Semarang berhenti di Pembahasan 

Kedua karena dalil mengatakan tidak memenuhi unsur 

kemudian alat bukti terkait pendalaman kasus yang 
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kurang, kemudian Pasal yang disangkakan kepada 

peristiwa tidak mendukung dan tidak sesuai.  Bawaslu 

Kota Semarang memiliki keyakinan bahwa didalam 

pembahasan kedua sudah sesuai unsur namun karna dalam 

forum sentra gakkumdu harus mencapai kesepakatan yang 

bulat jika ingin dilanjutkan ke tahap penyidikan 

kepolisian, bawaslu mempunyai peran untuk meyakinkan 

pihak kejaksaan dan kepolisian, tetapi dalam situasi 

tersebut berbagai upaya seperti menyampaikan, 

memaparkan, menganalisis hukum, mengungkap fakta dan 

peristiwa yang sama namun cara pandang penyelesaiannya 

yang berbeda menjadikan adanya sepakat dalam 

ketidaksepakatan atau dissenting opinion dalam 

penyampaian pendapat sehingga harus berhenti di 

Pembahasan Kedua.  

Kendala lain penanganan pelanggaran money 

politik di Kota Semarang adalah 90% kasus adalah 

merupakan temuan dari Pengawas Pemilu, masih ada 

partisipasi yang rendah maupun minim masyarakat yang 

melapor kepada Bawaslu sehingga minimnya jangkauan, 

kurangnya sdm dalam pengawasan pemilu masih terjadi.  

Kendala selanjutnya adalah mengenai Subjek Hukum yang 

limitatif atau terbatas menhatur tentang subjek hukum 

yang tertera dalam Pasal 523 ayat (1) dan (2) yang 

berbunyi “Pasal 523 : (1) Setiap pelaksana , peserta, dan 

atau tim kampanye, pemilu yang dengan sengaja 

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 

sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara 
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langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 

Rp.24.000.000,- ( dua puluh empat juta rupiah).  

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim 

kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang 

menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi 

lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak 

langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat ) 

tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat 

puluh delapan juta rupiah).”  

Harusnya dirubah karena diluar tiga subjek hukum 

yang tertera dalam ayat tersebut tidak dapat dijerat 

hukuman sesuai dengan legalitas. Naya menegaskan, 

bahwa harus adanya revisi atau perubahan terhadap 

Undang-Undang No 7 tahun 2017 Pasal 523 terkait subjek 

hukumnya harus diperluas seperti menggantinya dengan 

kata Setiap Orang, agar bisa menyeluruh. 113 

B. Penegakan Hukum terhadap Money Politic di 

Kota Semarang 

Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017. Dalam menyelenggarakan Pemilu, 

Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu 

                                                             
113 Wawancara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu 

Kota Semarang, Dr. Naya Amin Zaini 21 Setember 2022 14.23 
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berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2. Penyelenggaraan juga harus memenuhi prinsip mandiri, 

jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, serta 

berdasarkan asas langsung,umum,bebas rahasia jujur dan 

adil. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 dimaksudkan untuk membawa perubahan terhadap 

hukum pemilu di Indonesia. 

Money Politic diatur dalam beberapa Pasal seperti 

pada Pasal 280, Pasal 515, Pasal 523 ayat (1),(2) dan (3).  

Dalam peraturan terkait money politic dalam Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017 dibuat dan diperbaharui 

dengan alasan-alasan demi pelaksanaan pidana pemilu 

terkait dengan politik uang yang meskipun masih terdapat 

kelemahan. Tujuan dibuatnya hukuman atau peraturan 

pidana terhadap money politic adalah untuk meminimalisir 

bertambahnya dan meluas budaya money politic dalam 

masyarakat. Hukum pidana juga dimaksudkan untuk 

menciptakan tercapainya keseimbangan antara hak dalam 

masyarakat.  

Efek pencegahan dalam dibentuknya hukum 

pidana dikaitkan dengan teori pemidanaan deterrence 

effect sebagai upaya pengendalian angka kriminalitas 

penyelenggara pemilu. Teori deterrence disebut sebagai 

teori yang  berorientasi  ke  depan, dengan   tujuan   agar  
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tidak   lagi  terjadi   kriminalitas   di   kemudian   hari.114 

Seharusnya, angka kejahatan semakin rendah jika daya 

guna pidana sebagai pencegah berfungsi sebagaimana 

tujuannya, yaitu  menghalangi  individu melakukan 

pelanggaran.  

Hariman Satria berpendapat bahwa Undang-

Undang Pemilu belum sesuai dengan karakter hukum 

pidana administrasi dan doktrin hukum pidana modern 

tersebut, Pelanggaran atas tindak pemilu khususnya   

politik   uang   kemudian harus dilakukan proses 

penegakan hukum. Alasan mengenai hal ini dapat 

dijumpai pada Buku Kelima  Bab  I  tentang  Penanganan  

Tindak Pidana Pemilu–bagian  kesatu  dari  Pasal 476  

sampai  dengan  Pasal  487  Undang-Undang Pemilu.  

Inti    dari    proses    penegakan    hukumnya adalah 

merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang     Kitab     Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) kecuali secara tegas ditentukan    sendiri    dalam 

Undang-Undang Pemilu. Misalnya mengenai   

pembentukan   Sentra  Penegakan   Hukum   Terpadu   yang   

diatur pada Pasal 486 dan Pasal 487. Dengan kata lain,   

dalam   hal-hal   tertentu   Undang-Undang Pemilu 

ditempatkan sebagai kekhususan (lex specialis)   dari   

                                                             
114 Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal 

Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHPIndonesia, 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2003), 605. 



108 
 

 

KUHAP   sebagai   ketentuan umumnya (lex generalis).115 

Pemahaman mengenai pemberlakuan asas “lex spesialis 

derograte legi generalis” mengenai tidak pidana pemilu 

tidak hanya dengan alasan terjadinya peristiwa yang 

khusus, namum juga bisa dilihat dengan cermat bahwa 

rumusan dalam pasal-pasal pidana pemilu yang 

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum juga menyebutkan secara 

khusus mengenai subjek hukum, waktu penanganan dan 

institusi apa saja yang diberikan kewenangan menangani 

pelanggaran ini dalam peraturannya.116  

Secara umum, pengertian subjek hukum menurut 

Utrecht adalah suatu pendukung hak dan kewajiban dari 

hukum,117 namun jika merujuk pada sistem KUHP, yang 

menjadi subjek hukum pidana adalah manusia (natuurlijke 

person)118. Tertuang dalam rumusan subjek hukum dalam 

tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni ada dalam 

Pasal 488 sampai dengan Pasal 553 secara khusus yakni 

ada beberapa pasal yang menyebutkan subjek hukum 

                                                             
115 Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang 

dalam Pemilihan Umum di Indonesia” Jurnal Anti Korupsi Intregritas, 

vol.5, no.1, 2019, 8.  
116 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
117 Utrech, Pengantar Dalam Hukum Indonesia  (Jakarta: Universal, 

1965), 234. 
118 Akrizal Z dan Susanti H, “Analisis Terhadap Korporasi Sebagai 

Subjek Hukum Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal UIR Law Review, vol. 1, no. 2, 2017, 
137.  
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seperti anggota penyelenggara pemilu seperti KPU beserta 

jajarannya, pimpinan partai politik dan Bawaslu beserta 

jajarannya. Namun ternyata subjek yang khusus seperti ini 

juga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan dalam 

penanganan pelanggaran, khususnya money politik. 

Kelemahan Undang-Undang Pemilu dalam 

menjerat pidana money politic sangatlah nyata bila 

dibandingkan dengan Undang-Undang Pilkada. Dalam 

Undang-Undang Pemilu Pasal 286 yang membolehkan 

pemberian uang makan/minum, uang transport, uang 

pengadaan bahan kampanye kepada peserta kampanye 

pada pertemuan terbatas dan tatap muka peserta pemilu. 

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara yang dilakukan 

pada 12 November 2018119 menyebutkan pula 

rekomendasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 

2017, yakni melakukan penataan dan sinkronisasi regulasi 

pemilu nasional dan regulasi pemilihan umum kepala 

daerah terkait dengan politik uang dan mahar politik. 

Penataan ini mencakup terhadap hal pemidanaan. Yakni 

terhadap pemberi maupun penerima praktik politik uang. 

Problem regulasi pemilu tesebut meliputi pemidaan yang 

dikombinasikam dengan sanksi administratif. 

Berdasarkan larangan Pasal 286 ayat (1) yakni 

menjanjikan dan/atau memberikan materi lainnya untuk 

                                                             
119 Feri Amsari, Khairul Fahmi, Charles Simabura (eds.), Prosiding 

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke 5: Tantangan Menjaga Daulat 
Rakyat dalam Pemilihan Umum (Padang:Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum 
Andalas ,2019), 16, 
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memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih 

antara lain tidak termasuk pemberian biaya transport, 

makan minum kepada peserta kampanye maka pengawas 

pemilu di lapangan akan sulit untuk membedakan antara 

biaya politik dan politik uang.120  

Selain itu, dalam Pasal 187 A Undang-Undang 

Pilkada, baik pemberi maupun penerima politik uang 

keduanya diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan 

dalam Undang-Undang Pemilu, sanksi pidana hanya 

diancamkan pada pemberi politik uang.  Kemudian secara 

subjek hukum dalam Undang-Undang Pilkada khususnya 

Pasal 187 A disebutkan bahwa subjeknya adalah “Setiap 

Orang” sementara dalam Undang-Undang Pemilu dibagi 

menjadi tiga jenis seperti pelaksana kampanye atau orang-

orang yang namanya termasuk dakam pelaksana 

kampanye. Pada masa tenang yang dapat terjerat adalah 

tim dan pelaksana kampanye sedangkan pada hari 

pemungutan suara subjeknya adalah setiap orang.  

Sanksi dalam mengenai pidana money politic yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah 

dimulai dari sanksi pidana penjara 3-4 tahun hingga denda 

sebanyak Rp36-48 juta sesuai dengan pelaku. Jika terjadi 

pelanggaran money politic dalam pemilu, maka sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan 

                                                             
120 Lidya Surani Widayati, “Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang 

dalam Pemilu” Info Singkat Kajiam terhadap Isu Aktual dan Strategis, vol. xi, 
no. 7, April: 2019.  
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diberlakukan sanksi bagi yang terlibat. Money politic jika 

diketahui dan dilaporkan kepada pihak berwajib, maka 

akan di sanksi yaitu kurungan penjara, denda, hingga 

diskualifikasi dari pemilu.121 

Penegakan money politic diatur dengan Undang-

Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Merupakan salah 

satu jenis pelanggaran pemilu yang diatur dalam Undang-

Undang Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 menengatur semua tindak pidana yang terjadi pada 

masa pemilu atau berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemilu. Secara substansi dalam Undang-Undang Nomor 7 

tahun 2017 terdapat 77 tindak pidana yang diatur dalam 

pasal 488 samai dengan pasal 553. 

Kasus Money Politic menurut data yang telah di 

selesaikan oleh Bawaslu Kota Semarang sesuai dengan 

Laporan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang 

pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 menyebutkan 

bahwa terdapat satu kasus terkait money politic yang 

terjadi dengan uraian dan analisis sebagai berikut:   

Berdasarkan tahapan Pemilihan Umum tahun 

2019 perlu diketahui bahwa masa Kampanye Calon 

Anggota DPR,DPD dan DPRD serta Pasangan Calon 

Presiden dan Wakil Presiden dimulai sejak tanggal 23 

September sampai dengan tanggal 16 April, sedangkan 

Masa Tenang dimulai sejak 14 April sampai dengan 16 

                                                             
121 Nanda Firdaus Puji Istiqomah dan M.Noor Harisudin, “Praktik 

Money Politik dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum 
Positif”, Jurnal Rechtenstudent , vol. 2, no. 1, April 2021. 
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April 2019. Dalam kronologi yang sudah diuraikan dalam 

penjelasan Bab III atas kejadian dugaan money politik 

terjadi pada tanggal 16 April yakni terjadi pada masa 

tenang, namun dugaan kasus ini baru dilaporkan pada 

tanggal 23 April dimana sudah melenihi batas waktu 

laporan yaitu 7 hari setelah diketahui adanya pelanggaran, 

sehingga kasus ini kadaluarsa. Kemudian terlapor dugaan 

kasus money politic bukan termasuk dalam pelaksana 

maupun tim kampanye sehingga tidak memenuhi 

peraturan yang disebutkan dalam Pasal 278 ayat (1) dan 

(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.  

Berdasarkan alasan tersebut kasus ini tidak memenihi 

unsur formil dan materiil.  Sehingga tidak dapat 

dilanjutkan kepembahasan selanjutnya dan berhenti di 

pembahasan kedua Sentra Gakkumdu.  Setelah dilakukan 

wawancara dan klarifikasi bersama Koordinator Divisi 

Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya 

Amin Zaini menyampaikan bahwa dugaan kasus ini 

berhenti di pembahasan kedua dikarenakan dalil 

mengatakan tidak memenuhi unsur dan alat bukti terkait 

pendalaman kasus yang kurang. Kemudian pula Pasal 

yang disangkakan kepada peristiwa tidak sesuai. Sangat 

disayangkan bahwa kasus-kasus seperti ini kurang 

kesadaran masyarakat dalam mengajukan laporan 

sehingga penanganan terkait dugaan money politik belum 

maksimal.  
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Penyelesaian kasus ini telah sesuai dengan alur 

penanganan pelanggaran berdasarkan kewenangan yang 

diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 

kepada Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra 

Gakkumdu. Hasil Pembahasan kedua tersebut sudah 

melalui koordinasi berdasar kepada tanggapan dan 

keputusan masing-masing badan dalam Sentra Gakkumdu. 

Meskipun sudah sesuai dengan alur penyenyelesaian 

menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 

penyelesaian dugaan kasus pelanggaran money politic 

yang berhenti di pembahasan kedua Sentra Gakumdu 

dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil. 

Mengakibatkan pengawas pemilu, penyidik dan penuntut 

kesulitan dan tidak menindak lanjuti kasus tersebut.  

Sesuai dengan Pasal 2 dalam ketentuan 

Perbawaslu Nomor 9 tahun 2018 mengenai asas dan 

prinsip dasar  Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak 

pidana pemilu disebutkan bahwa menganut prinsip 

penanganan tindak pidana pemilu dengan cepat. Skema 

penyidikan dan penuntutan dalam Bawaslu harus 

mempunyai semangat yang sama sesuai dengan norma 

peradilan pemilu, yakni sebagai peradilan cepat. 122 

Kaitannya dalam penegakan hukum terhadap money 

politic adalah untuk meminimalisir keterlambatan dalam 

                                                             
122 Irvan Mawardi, Muhamad Jufri. Keadilan Pemilu: 

Revitalisasi Kewenangan Bawaslu sebagai Penegak Hukum dan 
Evektivitas Bawaslu sebagai Banding Administratif , (Terbit Digital: 

Pustaka Ilmu, 2021), 24. 
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proses penyelesaian perkara yang dibatasi waktu dalam 

pembahasan pertama hinga proses penututan. Sehingga 

potensi dalam keberhasilan penindakan mengenai money 

politic bisa terselesaikan sebelum masa pemilu berakhir.  

Penguatan fungsi Sentra Gakkumdu sangat 

penting dalam peran penanganan tindak pidana money 

politic. Gakkumdu harus menjadi forum untuk 

menyamakan persepsi dalam penegakan hukum. Berkaitan 

dengan data penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh 

Bawaslu Kota Semarang telah menyelesaikan kasus 

dengan jumlah 35 data tersebut merupakan upaya 

maksimal Bawaslu Kota Semarang untuk mengawal 

Pemilu 2019 di wilayah Kota Semarang dan mewujudkan 

implementasi demokrasi yang adil. Penyelesaian 

Pelanggaran Tindak Pidana yang ada di Kota Semarang 

berjumlah berupa temuan 5 dan laporan berjumlah 3.123  

Tidak berlanjutnya suatu kasus kepada 

penindakan yang diinginkan tentunya mempunyai faktor 

tertentu. Seperti yang terjadi di Bawaslu Kota Semarang 

jika dianalisis menggunakan teori Legal System Lawrence 

M Friedman, bahwa ada hal-hal yang dapat mempengaruhi 

dalam menghambat penindakan pelanggaran (law 

enforcement).  

                                                             
123 Bawaslu Kota Semarang, “Laporan Akhir Komprehensif Bawaslu 

Kota Semarang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”. 
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Law Enforcement menurut Muladi dikatakan 

bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk 

menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai 

yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian 

para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum 

(legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus 

ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan 

berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan 

perundang-undangan (law making process). 124Legal 

System menurut Lawrence M. Friedman dalam setiap 

sistem hukum terdiri dari tiga sub sistem, yaitu sub sistem 

substansi hukum (legal substance), sub sistem struktur 

hukum (legal structure), dan subsistem budaya hukum 

(legal culture). 125  

1. Substamsi Hukum (Legal Substance) 

Legal Substance adalah yaitu keseluruhan aturan 

hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Termasuk asas 

dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan 

pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan 

dari sistem hukum126. Substansi Hukum adalah isi dari 

hukum itu sendiri, yang ada dan tercantum dalam undang-

undang dan pasal-pasal, yang artinya isi hukum tersebut 

                                                             
124 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2022), 69.  
125 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, 

Terjemahan dari American Law An Introduction 2nd Edition, (Jakarta: Tatanusa, 
2001) 6-8.  

126 Abdul Halim Barakatullah, “Budaya Hukum Masyarakat dalam 
Perspektif Sistem Hukum”, Jurnal UKSW, 2013, 1-18 
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merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan 

keadilan dan dapat di terapkan dalam masyarakat. Isi dari 

hukum bisa menjadi sebuah problem jika mengandung 

persoalan dalam bunyi pasalnya maupun konflik benturan 

antar pasal satu dengan yang lainnya. Isi hukum dalam 

pasal yang memuat larangan namum tidak ada sanksinya.  

Bawaslu Kota Semarang menyebutkan bahwa 

contoh hambatan atau masalah pada legal substance 

terdapat dalam pasal pidana money politik. Sebagaimana 

diatur dalam pasal 523 ayat (1), (2), (3) dan pasal 515 hal 

tersebut terjadi  karena adanya pembedaan signifikan soal 

subyek hukum, sehingga dapat mempengaruhi penegakan 

hukum dan celah hukum bagi pelaku.  Subyek Hukum 

yang disebutkan dalam Pasal 523 ayat  (1), (2), hanyalah 

meliputi Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye 

pemilu.Kemudian dalam ayat (3) dan pasal 515 disebutkan 

Setiap orang.  

Hal ini membuat adanya celah dalam delik hukum 

yang membuat pelaku bisa melakukan tindak pidana 

money politic. Jika ia bukanlah subyek unsur “Setiap 

pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu”. 

Langkah yang perlu diambil adalah dengan mengganti 

subjek hukum tersebut dengan kata “Setiap Orang” agar 

memerluas jangkauan dan menyeluruh. 127 Keharusan 

                                                             
127 Bawaslu Kota Semarang, “Laporan Akhir Komprehensif Bawaslu 

Kota Semarang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”. 92 
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mengganti subjek ini sangat direkomendasikan oleh 

penegak hukum agar bisa mencapai cakupan yang luas. 

2. Struktur Hukum (Legal Structure) 

Stukur hukum yaitu pranata hukum yang 

menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan 

dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat 

penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan 

proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan 

menegakkan hukum.128 Merupakan pranata hukum yang 

menopang sistem hukum itu sendiri yang terdiri dari 

bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat 

hukum dan proses serta kinerja mereka. Bagian ini saling 

berhubungan sehingga tercipta struktur hukum. 

Sesuai dengan hal tersebut contoh problem legal 

structure dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

yang disebutkan oleh Bawaslu Kota Semarang adalah 

dalam Pasal yang menjelaskan bolehnya berkampanye 

dengan menggunakan biaya makan, minum, BBM, uang 

saku. Namun dalam ketentuan peraturan dibawahnya tidak 

mengatur detail, tidak ada peraturan lebih lanjut atau 

bahkan bertolak belakang. Hal ini menimbulkan sulitnya 

menjerat pelaku karna adanya kekosongan hukum.Kedua 

persoalan ketentuan kampanye dengan metode APK-BK, 

antara Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dengan 

PKPU Nomor 23 Tahun 2017 dengan Perwal Nomor 65 

tahun 2018, juga memiliki spirit yang bertolak belakang 

                                                             
128 Ibid,. 92 
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didalamnya, bahwa regulasi rezim pemilu yang berkaitan 

dengan pemasanhan APK dan BK mengikuti ketentuan 

dari Pemda masing-masing soal lokasi yang dipasang. 

Namun dalam perwal diminta mengembalikan lagi ke 

regulasi pemilu. 129 

3. Budaya Hukum (Legal Culture) 

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, 

pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam 

penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, 

pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum 

yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai 

bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak 

hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, 

tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di 

masyarakat. Perilaku yang selalu terjadi dan berulang 

dalam masyarakat kian lama menjadi budaya dan hal 

tersebut juga berdampak bagi kegiatan yang 

bersinggungan dengan hukum. 

Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-

faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan 

masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.130 Budaya 

Hukum itu sangat berkaitan dengan profesionalisme para 

penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan 

tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu 

                                                             
129 Ibid. 
130 Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia Persektif 

Legal System Lawrence M.Friedman”, Jurnal El-Destuire, vol. 1, no. 1, 2022, 33.  
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sendiri. Persoalannya ialah apabila masyarakat yang hidup 

diwilayah tertentu sudah terbiasa melakukan money 

politik, menerima sogokan dsb. Posisi masyarakat sebagai 

pelaku yang sebetulnya hal ini sudah dilarang oleh 

Undang-Undang.  

Terlebih jika hal tersebut dianggap lumrah dan 

tidak ada masyarakat lain yang melaporkan tindak pidana 

money politik tersebut. Bahkan tidak sedikit masyarakat 

menolak dan mengharap jika diberi uang. Hal ini adalah 

contoh budaya hukum yang lemah dan menjadi problem 

tersendiri yang berdamapak besar dalam penegakan 

hukum. Tidak hanya dalam masyarakat, Hambatan dalam 

budaya hukum juga terjadi dalam internal Sentra 

Gakkumdu. Bawaslu Kota Semarang menyebutka bahwa 

masih ada tantangan yang luar biasa dalam menangani 

tindak pidana money politik.  

Budaya hukum untuk membahas kasus tindak 

pidana belum optimal karena unsur polisi dan jaksa masih 

mendahukukan dan memprioritaskan tugas-tugas lembaga 

asal (induk), sehingga dalam penanganan kasus terkendala 

waktu yang akibatnya kasus dalam Sentra Gakkumdu 

terabaikan. 131 Kesan tidak seriusnya Sentra Gakkumdu 

dalam menyelesaikan kasus terjadi apabila hal ini terus 

berlanjut dalam masalah-masalah yang akan datang. 

Penegak hukum yang telah diberikan kepercayaan dan 

                                                             
131 Ibid., 94 
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kewenangan perlu menyamakan persepsi terkait proses 

pidana dalam Gakkumdu. 

Kemudian disampaikan melalui wawancara 

dengan Naya Amin Zaini, Koordinator Penanganan 

Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang , bahwa upaya 

paling efektif dalam pencegahan praktik money politik 

adalah dengan memberikan peringatan kepada subjek 

pemilu. Yakni peserta pemilu dan tim kampanye, berupa 

publikasi, himbauan, dan menjalin koordinasi dengan 

stakeholder yang berpengaruh untuk menyampaikan 

mengenai larangan money politik. Beliau juga 

menyampaikan bahwa mengenai regulasi yang mengatur 

tentang money politic harus di-review kembali. Beliau juga 

menyampaikan bahwa harus ada juga reward bagi 

masyarakat ataupun Bawaslu apabila aktif melaporkan 

praktik politik uang untuk memacu kesadaran.  

Naya Amin Zaini menambahkan bahwa selama 

kejadian atau fenomena yang terjadi di masyarakat 

memenuhi unsur Pasal 523 ayat (1), (2) dan (3) kemudian 

memenuhi unsur peserta, pelaksana dan atau tim 

kampanye pemilu yang telah melalui proses penetapan 

peserta pemilu oleh KPU maka jika peserta pemilu tersebut 

menjanjikan ataupun memberikan barang atau hal yang 

bersifat materil lainnya dalam maksud mempromosikan 

atau berkampanye menyampaikan visi misi program, 

secara mekanistik bisa dijerat oleh hukum pemilu. 

Berbanding terbalik jika walaupun jajaran penegak hukum 
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secara hati nurani mengetahui adanya pelanggaran tetapi 

tidak sesuai konteks unsur dalam substansi Pasal 523 ayat 

(1), (2) dan (3) yang terbatas maka mau tidak mau harus 

tetap berpedoman dengan hukum yang ada. Perihal 

tantangan selanjutnya beliau menyampaikan ialah yang 

berkaitan demgan pembahasan dan diskusi penanganan 

didalam Sentra Gakkumdu yakni bersama Kejaksaan dan 

Kepolisian, harus bisa saling meyakinkan dan menyatukan 

tujuan. 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
132 Wawancara Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota 

Semarang, Naya Amin Zaini pada tanggal 21 September 2022.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitan dan analisis mengenai 

pembahasan tentang bagaimana praktik money politic 

Pemilu tahun 2019 di Kota Semarang dan Penegakan 

Hukumnya dalam Sentra Gakkumdu berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dapat 

disimpulkan sebagai berikut:   

1. Kasus yang di Laporkan oleh Edy Suriyono pada tanggal 

23 April 2019 mengenai dugaan pelanggaran money politic 

dalam masa tenang berhenti pada Pemabasan Kedua dalam 

Sentra Gakkumdu karna tidak terpenulinya unsur formil 

dan materiil. Faktor yang menjadikan masih maraknya 

money politic di Kota Semarang adalah karna sudah 

terbiasa menerima uang dan kesadaran yang mimim untuk 

melapor ke Bawaslu.  

2. Penegakan hukum dalam money politic di Kota Semarang 

yang terjadi dan ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu 

tidak berlanjut ke tingkat penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan dan sidang dalam pengadilan terjadi karena 

tidak terpenuhinya unsur formil dan materiil yang sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan selesai 

dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Hal ini juga 

dilatar belakangi dengan faktor kesulitan dalam 
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pembuktian, kasus yang kadaluarsa, kurangnya alat bukti 

dan karena keterbatasan sumberdaya manusia. 

Kewenangan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari 

Bawaslu, Polri dan Sentra Gakkumdu mengenai tujuan 

untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan 

tindak pidana money politic dinilai belum optimal dilatar 

belakangi karena secara kelembagaan Sentra Gakkumdu 

merupakan lembaga ad hoc yang terbentuk hanya pada 

proses pemilu dan selesai pada saat pemilu berakhir . 

Dengan itu maka seharusnya penguatan lembaga Sentra 

Gakkumdu harus di revisi secara tegas mengenai sifat dan 

fungsi hukumnya dalam Undang-Undang Pemilu bukan 

dengan Perbawaslu. Agar lebih jelas kekuatan yang 

mengikat Sentra Gakkumdu dalam Bawaslu sebagai upaya 

optimalisasi lembaga tersebut.  
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B. Saran 

Agar tindak pidana money politic tidak terjadi atau 

setidaknya bisa meminimalisir terulangnya fenomena ini 

demi mewujudkan Pemilihan Umum yang jujur dan adil, 

maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Upaya meminimalisir politik uang jika sudah dirasa 

tidak bisa dimulai dari masyarakat, karena sudah 

adanya budaya yang tercipta dan sebagian masyarakat 

mengharapkan uang tersebut dan karena masih sedikit 

masyarakat yang idealis tanpa politik uang. Maka 

penindakan serta pengawasan harus di pertegas untuk 

membuktikan bahwa yang terlibat dalam penyelesaian 

politik uang mempunyai kewenangan luar biasa dan 

bisa mengangkat kasus politik uang untuk menjadi 

pembelajaran dalam masyarakat. 

2. Meninjau kembali peraturan penyelesaian tindak 

pidana pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017. khususnya waktu penanganan yang terlalu 

singkat untuk membuktikan kebenaran materiil dari 

suatu perkara. Proses penyelesaian yang meliputi 

pembahasan awal kemudian pembahasan kedua dan 

berlanjut ke penyidikan, penuntutan hingga sampai 

putusan dirasa belum cukup jika hanya selesai saat 

berakhirnya masa Pemilihan Umum. Jika memang 

calon tersebut terbukti melakukan tindakan tersebut 

maka sudah seharusnya jabatan yang diterima harus 

dicopot atau dikenakan pemberatan hukuman 
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maksimal karena tidak sesuai dengan asas pemilu yang 

jujur dan adil. Kemudian adanya perbaikan prosedur 

penanganan dan penguatan kelembagaan Sentra 

Gakkumdu.  

3. Publikasi dan Edukasi terhadap masyarakat juga 

penting, penanaman nilai moral bahwa politik uang 

adalah kecurangan yang mencederai Pemilu harus 

difahami oleh seluruh masyarakat. Kemudian 

memperluas jangkauan pembangunan desa anti politik 

uang juga dirasa sangat efektif untuk mencegah 

potensi terjadi kembali fenomena ini.  

4. Kepada pihak penyelenggara pemilu harus lebih tegas 

dan serius serta berkomitmen dalam menangani kasus 

money politic agar timbulnya efek jera yang nyata bagi 

masyarakat. 

5. Kepada pembaca, setelah memahami bagaimana 

aturan dalam tindak pidana money politic harapannya 

tidak lagi menjadi masyarakat yang buta hukum dan 

tidak menjadi pelaku serta penerima politik uang. 

6. Kepada para pengkaji diharapkan dapat menemukan 

alasan lain atau hambatan yang masih menjadi 

problem dalam penegakan hukum terhadap money 

politic yang disebabkan oleh kekurangan regulasi 

dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Panduan wawancara untuk Koordinator Penanganan 

Pelanggaran Pidana Pemilu Bawaslu Kota Semarang 

1. Bagaimana penangangan money politic di Bawaslu 

Semarang? 

2. Apakah peran bawaslu sebagai Badan Pengawas pemilu 

dalam menangani money politic? 

3. Faktor apa yang menjadikan terjadinya money politic? 

4. Strategi apa yang sering digunakan dalam money politic? 

5. Bagaimana sikap masyarakat mengenai money politic? 

6. Faktor faktor tindak pidana money politic menurut 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017? 

7. Dasar larangan money politic dalam pemilu? 

8. Sanksi hukum money politic dalam kasus yang ditangani 

oleh Bawaslu Semarang? 

9. Bagaimana kronologi atau data detail money politic yang 

terjadi di Bawaslu Semarang? 

10. Adakah praktik money politic halus yang terjadi di Kota 

Semarang? 

11. Bagaimana penyelesaian kasus money politic apabila tidak 

memenuhi unsur yang sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 2017? 

12. Kendala penanganan kasus money politic di Kota 

Semarang? 

13. Berdasarkan kasus yang terjadi, apakah ada kemungkinan 

kasus tersebut terulang dalam pemilu yang akan datang? 

14. Upaya pencegahan Bawaslu dalam meminimalisir 

terjadinya praktik politik uang? 
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15. Menurut Bawaslu, apakah Undang-Undang Nomor 7 

tahun 2017 sudah cukup efektif dalam menangani money 

politic? 

16. Hal apa saja yang bisa termasuk dalam money politic? 

17. Menurut Bawaslu, apakah hal yang paling efektif dalam 

mencegah terjadinya praktik money politic? 

18. Apakah ada hal yang menghambat saat penanganan kasus 

money politic di Kota Semarang? 

19. Menurut Bawaslu, adakah hal yang perlu diatur ulang 

melalui peraturan baru dalam hal meminimalisir terjadinya 

kasus money politic di Kota Semarang? 

20. Jika ada, apakah bentuk peraturan tersebut?  
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Lampiran 2 

Dokumentasi wawancara penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan pihak Bawaslu Kota Semarang 
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Surat Keterangan Penelitian 
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